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Judul : Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Ditinjau Dari Hukum

Rahasia Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen

Tesis ini membahas mengenai perlindungan atas data nasabah bank ditinjau dari
ketentuan hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan konsumen, karena
selama ini bank dan nasabah selalu dirugikan atas pemakaian data nasabah secara
illegal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian
menyarankan bahwa penggunaan data nasabah secara illegal adalah melanggar
rahasia dagang dari bank; penggunaan data nasabah secara illegal juga melanggar
right to privacy dari nasabah schingga melanggar rahasia dagang dagang dari
nasabah dan mengakibatkan nasabah selaku konsumen dirugikan; nasabah yang
dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada bank atau pelaku lainnya karena
penggunaan data nasabah secara illegal adalah perbuatan melawan hukum.
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This thesis discusses the protection of customer data on the review of trade secret
law and consumer protection law, because during this bank and the costumer
always disadvantaged over using the customer data illegally. This research is a
normative junidical research. Results of research suggest that the use of customer
data is illegally in violation of trade secrets from the bank; using customer data
illegally also violates right to privacy of the customers that can violates costumer
trade secret and as a result the costumer can be injured; the aggrieved customer
can submit a compensation to the bank or the other because of the use of customer
data illegally 1s an unlawfull act.
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- BABI -

PENDAHULUAN

D
.

<. - 1.1 Latai Belskang

: ~ .+ Industri perbankan memiliki peranan strategis untuk meounjaog
.« pembangunan serta perckonormian nasional yang ‘senantiasa bergerak cepat,
. uptuk ity peranen tersebut perlu dioptimalkan, schingga industn perbankan
dapat - menunjukkan © fungsinya dalain - perkembangan  moneter dan
pembangunan ekonomi pada umumnya Untuk Iebih. menunjang
" pelaksanaan pembangunen, meka industri perbanksn semakin dituntut
* . untik . mengemban misinya sebagai agen pembangunan (agest of
. development); Tujuan utania perbankan Indonesia adalah sebagal penunjang
. .pelaksansan © pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan
+ . pemerataan, pertumbuban ekonomi . dan stabilitas - ‘nastonal ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. -
: - Pada saat krisis keuangan global saat ini dimana timbul ketidak
. ‘percayaan dari masyarakat kepada lembaga-lembagz keuangan modem
<+ - yang ada seperti pasar modal dan lembaga investasi lainnya menyebabkan
masyarakal beralih kembali kepada lembaga keuangan wadisional seperti
. .perbankan, dengan sektor perbankan yang diptlih juga lebih kepada sector
~consumer banking bukan kepada investment banking dengan pertimbangan
.. bahwa berinvestasi rdan atau menyimpan dana: pada sektor consumer
- hanking jauh'lebih aman dibanding berinvestasi dan atan menyirapan dana
pada sekior invesiment banking. - * - N
Hal ini' menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat
kepada dunia perbankas dan menunjukkan bahwa hubungan bukum yang
 trcipta antara masyarakat sebagal konsumen dengan dunja pesbankan
~ adalah merupskan fiduciory relation (hubungan kepercayaan), dimana bank

UNIVERSITAS INDONESIA
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sebagai penerima fiducia memiliki duty of fiduciary'. Duty of Fiduciary
yang dimiliki perbankan adalah menjaga kepercayaan {(dufy of care) yang
diberikan masyarakat dimana saleh satunya menjaga kerahasiaan akan dana
masyarakat yang disimpan dalam bank dan data nasabah penyimpannya.

Adanya duty of fiduciary ini dapat dilibat: dari definisi mengenai
simpanan, Simpanan adalah® dana yang dipercayakan oleh masyarakat

- kepada bank berdasarkan perjaniian penyimpanan dana dalam bentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentok: lainnya yang
dipersamakan. dengan itu, Definisi tersebut menunjukkan ‘adanya tingkat
kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada Bank untuk menjaga dan
mengelola simpanannya,

Dty of fiduciary ini lahir bersamaan dengan tercipianya hubungan
hukum antara bank dengan nasabah. Untuk mengetahui kapan iepatnya

- hubungan antara bank dengan nasabah ini lahir dapat kita lihat pada contoh
kasus Woods v. Martin Bank Ltd, disimpulkan bahwa® hubungan antara
bank dan nasabsh- fidak lshir pada saat bapk menyetujui ontuk
membukakan rekening. untuk nasabsh, felapi labir - ketika telah

.- membukakan. rekening untuk nasabah tersebut Hal. ini membuktikan
bahwa, persetujuan dari bank untuk membukakan rekening kepada
seseorang mensgaskan bahwa pada saat itu lah orang fersebut merupakan
nasabah dari bank.. ) .

- PDalam perjanjian pembukaan rekening antars bank dsn nasabah,
secara tersirat teiah menunjukkan bahwa bank memiliki kewajtban untok
memastikan informasi nasabahnya tetap rahasia. Kewajiban tersebut lahir

. dengan adanys hubungan antars bank dengan pasabah dan diterapkan pada
bukum yang berlaku. Kershasisan-ini tidak hanya . mengenai rekening
nasabah saia, tetapi juga fermaksud segsla informasi yang bank ketahui

! yunus Busein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta : Program  Pasca
Sadgana Universitas Indonesia, 2003), hlm 119,
? ndonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 b 1992 sebagmizxana ielah diubah dengan
UUN{; 18 Tabun 1998, LN No, 182 tshun 1998, TLN No. 3760, Ps. 1 badlir 5
}"o}z Chtz C%zaz, Lo of Barker and Costumer , {(Siogapore : Butterwoths Asla, 1999), him 31,
UNIVERSITAS INDONESIA
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atan miliki tentang nasabah, babkan juga termasuk terhadap rekening
pengirim atau sumber dana dari {ransaksi yang telah dilakukan olch
nasabah®, Kewajiban dari bank untuk menjaga kerahasiaan mengenai
informasi atau rekening nasabah juga tetap berlanjut walaupun hubungan
antara bank dan nasabah telah berakhir atay sudah tidak menjadi nasabab
bank tersebut lagi®.

Duty of fiduciary yvang dimiliki perbankan dalam Undang-Undang
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah
dengan Undang-Undeng No. 10 tahun 1998 termasuk dalam ruang lingkup
Rahasiz Bank. Pengertian rahasia bank menurut Pasal 1 butir 28 Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 teatang Perbankan sebagaimana kemudian telah
diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah segala sesuatu
yang berbubungan dengan kelerangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannys. Selsin ity Ketenfuan mengenai rahasia bank juga distur
dalam Pasal 40, 41, 414, 42, 424, 43, 48, 444, 45, 47, 474, 50, 504, 51,
52 dan 53,

Rahasia Bank merupskan hal yang sangat penting dalam dunis
perbankan karena modal utams perbankan adalah kepercayaan dari
masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Prof Sutan Remy bahwa
terdapat beberapa faktor yang sangat mempengarahi tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap suatu bank®, yaitu :

«  Integritas penguons
» Penpetihuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan
kemampuan manajeriel maupun pengetahvan dan kemampuan teknis
perbankan
+ Keschatan bank yang bersangkutan
+ Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.
Masyarakat sebagai nasabah bank pkan sangat merasa aman dan

* thid, hln 560,

5 Ibid, hal 561,

i Sutan Remy Siahdeini, “Rahasia Bank : Berbagai Masalah Disekitarnya,” (makalah disampaikan
pade diskusi mengenal Legal Jsyues seputar Pengatwran Rehasin Bank berternpet di Bank
Indonesia, Jakarta, 13 Juni 2005), hlm 2.
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terlindungi jika bank ilempefoya menyimpan dana dapat menjaga
kerahasiaan simpanannya, termasuk kershasiasn mengenai data nasabah,
Semakin seorang nassbah merass aman, maka semakin tinggi pula tingkat
kepercayaan dan loyalitas pasabah kepada suatu bank. Oleh karena
pentingnya kepercayaan masyarakat dan pentingnya untuk menjaga
rahasia bank, maka kemudian banyak sekali lahir regulast maupun
penelitian yang membahas mengenai rahasia bank,

Seperti yang kita ketahui bahhwa pada praktek didunia perbankan,
sudah menjadi hal yang umuwm jika seorang marfeting atau costumer
service keluar dari bank tempatnys bekerja dan pindah ke bank competitor,
maka dia akan mengambil atau mengaiak nasababuys dari bank Jams ke
bank yang baru, Hal ini tentulah sangat merugikan hank yang lama karena
kehilangan nasabahnya. Padahal bagi bank nasabah merupakan salah satu
asset yang sangat bernilai dan data nasabah menjadi suatu rahasia dagang,

Dalam hal ini Bank sebagai pemberi pekerjasn atau majikan
memiliki kepentingan untuk mwelindungi kepemilikan atas daftar atan data
nasabahnya. Daflar ateu data nasabah dianpgap sebagai asset yang
berharga dalam bisnis perbankan sehingga patut untuk mendapathan
perlindungan. Bank berwenang uniuk menganggap rebasianya (termasuk
rehasia bank dan rahasia degangnya) sebagai hsk kepemilikan vang
dilindungi’ yang membenarkan penilaian yang dilakukan sebagai
pembatasan untuk melindungi haknya ketika mantan karyawan bank
tersebut memutuskan untuk meninggalkan perkerjaannya.

Selain itu praktek tersebut juga dapat merugikan nesabah, karena
dapat mengakibatkan data-data pribadi nasabah ataupun data-data
keuangannya menjadi tersecbar luas. Sudah merupakan rshasia uwmum
bahwa juga terdapat praktek jual beli data npasabah didalam dunia
perbankan, seperti vang dilskukan oleh para agen kartu kredit yang
merupakan saleh satu pihak terafiliasi bank vang scharusnya juga terikat

7 John Hull, Commercial Secrecy : Law and Practice, {Londen : Sweet & Maxwell, 1993),

him 250,
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pada kewajiban untuk merahasiakan rahasia bank. Seperti dalam beberapa
kasus yang marak terjadi saat ini dimana adanya kekhawatiran dari
masyarakat terhadap terbukanya data-data pribadinya yang diketahui oleh
para agen kartu kredit atau pihak lain yang mungkin saja dengan data
tersebut dapat menjadikan nasabah menjadi korban dari tindak kejahatan.
Padahal nasabah menginginkan suatu keamanan mengenai data-data
pribadi dan data-data-data keuangannya dan hal ini termasuk ke dalam
right to privacy.

Nasabah berdasarkan hubungan hukum yang dimiliknya dengan
bank, memiliki hak untuk mengharapkan standard keamanan yang tinggi
dan perlindungan terhadap rekening atau data-data pribadinya. Jadi jika
nasabah mengetahui bahwa data-data pribadinya secara tidak sah
disalahgunakan atau diketahui oleh orang lain, nasabah dapat menjadi
tidak senang, bahkan tidak jarang nasabah ferkadang merasa
dipermalukan, ketidaknyamanan dan dapat berimbas secara langsung atau
tidak terhadap kelangsungan bisnis yang dijalankannya.

Di Negara lain hal ini sudah diatur secara detail baik melalui
Undang-Undang Perbankan nya sendiri seperti di Singapura dalam
Singapore Banking Act Section 47, atau bahkan dengan regulasi khusus
seperti yang dilakukan di Amerika dalam Right to Financial Privacy Act
dan Bank Secrecy Act, Kanada dalam The Personal Information Protection
and Electronic Documents Act, Australia dalam the Federal Privacy Act
1989, Inggris dalam Data Protection Act 1998 dan Uni Eropa dalam
Article § of the European Convention on Human Rights. Mengingat betapa
krusial dan betapa besarnya dampak dari penggunaan data nasabah secara
illegal, maka sudah seharusnya pemerintah membuat regulasi yang secara
khusus mengatur mengenai pelarangan penggunaan data nasabah secara
illegal.

Menjadi suatu ironi bahwa di Indonesia permasalahan tersebut
belum diatur iebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Memang dalam Undang-Undang Perbankan yang kita miliki telah diatur

UNIVERSITAS INDONESIA
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mengenai Rahasia Bank, pamun belum diatur lebih lanjut mengenai

perlindungan bagi data nasabah atas penggunasnnya secara illegal,

Bank Indonesia sebagai regulator tentunya tidak tutup mata akan
kenyataan vang terjadi tersebut, oleh karena itu sejak tahun 2004 Bank
Indonesia melalui programnya yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia {API)
yang merupakan suatu kerangka dasar system perbankan Indonesia yang
bersifat menyeluruh dan memberikan arab, bentuk dan tatanan industry
perbankan. Melalui APl Bank Indonesia menetapkan beberapa sasaran
yang ingin dicapai, yaifu:

1. Menciptakap strukfur perbasnkan domestik yang sehat yang mampu
memenuhi kebutuhan masyarskat dan mendorong pembangunan
ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yvang efektif dan
mengacy pada standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing
vang linggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

4, Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat
kondisi internal perbankan pasional.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya
industri perbankan yang sehat.

6. Mewujudkan pemberdayaan den perlindengan konsumen jasa
perbapkan.

Untuk mencapai program tersebut maka Bank Indonesia
menetapkan enam pilar program API yang saling terkait satu sama lainnya,
yaitu ¢
1. Pilar 1 vaitu Stuktur Perbankan yang sehat.

2. Pilar 2 yaitu Sistern Pepgaturan yang efektif.

3, Pilar 3 yaitu Sistem Pengawasan yang independen dan efektif.

4. Pilar 4 yaitu Indusiri perbankan yang kuat.

5. Pilar 3 yaitu Infrastrukiur pendukung yang mencukupi.

6. Pilar 6 yaitu Perlindungan Konsumen.

UNIVERSITAS INDONESIA
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. - .Walaupun dalam Pilar ke-6 APl Bank Indonesia telah
mencanangkan untuk - meningkatkan Perlindungan bagi konsumen
perbankan, namun dari 4 langkah yang telah dilakukan oleh BI yaitu :

1.. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabgh, melalui PBI No.
7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2. Membentuk lembaga mediasi perbankan, melalui PBI No.
8/6/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan., .. . - . .. .

:3.. ‘Menyusun ftransparansi informasi produk, melalui PBI No.
7/7/PBI/2005. tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan
Penggunaan Data Pribadi Nasabah, .

4. Mempromosikan edukasi untuk kopsumen - = .

‘belum ada satupun' yang bersifat aktif dan efektif untuk mencegah

penggunaan. data- nasabah secara illegal. PBI. tersebut hanya bersifat

- administrative dan internal hanya'mengikat ‘antara Bank Indonesia dan

Bank saja, dimana.Nasabah dan Pihak lain yang belum tentu mengetahui

- tentang keberadaan PBI tersebut dan tidak terikat terhadap ketentuan-

. ketentuan yang:ada di PBI tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12

PBI No. PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk
Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang menyatakan bahwa
Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada PBI tersebut
hanya akan dikenakan sanksi tertulis-saja. Padahal jika kita lihat apa yang
diatur dalam PBI tersebut tidak -hanye mengatur: mengenai hubungan
anatara Bank Indonesia dan ' Bank: saja, tetapi juga' terkait dengan
kepentingan nasabah' dan pihak lain di. luar - bank; sehingga sudah
seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan-yang cakupannya
lebih luas dari hanya sekedar Peraturan Bank Indonesia saja.

Dalam Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43,44, 44A; 45, 47, 47A, 50,
50A, 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang
mengatur mengenai Rahasia Bank, lebih mengatur mengenai tata cara
pembukean rahasia bank dalam perkara pidana, perdata dan perpajakan.
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- Sedangkan perlindungan rahasid bank ferhadap data nasabzh itu sendiri
tidak distur lebih jauh dan tidak memberikan kepastian hukum dan
keamanan bagi nasabak,. . .. o

. Pada pasal 6 Kode Etik Bankir Indonesia yang dikeluarkan oleh
Institut Bankir Indonesia juga telah dikataken bahwa, “Seorang banker
menjaga nasabah dan banknya”.® dan Pasal $ Panca Etika Perbanss juga
telal menpatakan bahwa: “Kami  pengusaba bank nasional senantiasa
memegany teguh rahasia yang dipercayakan masyarakat kepada kami®®,

Menurut penulis kode etik perbankan yang telah dikeluarkan oleh
1B dan Perbanas tidak efektif karena kode etik fersebut tidak mengikat
dan wajib dipenuhi oleh seluruh banker di Indonesia. Hal ind dischabkan
tidak adanya sanksi: yang tegas dari IBI maupun Perbanas, Selain itu sifat

. organisasi Bl dan Perbanas berbeda. dengan Ikatan. Dokter Indonesia

- . (IDI), dimane IDI merupakan organisasi tunggal dokter di Indonesta yang

: segela keputusannya mengikat dan dipatuhi- ofeh seluruh dokter di
- . Indonesia, sedangkan di pihak Isin TBI dan Perbanas bukan merupakan
* organisasi tunggal banker di Indonesia dan-tidak mengikat selurvh banker
di Indonesia. Selain ifu. seorang vang ingin menjadi banker tidak harus
. mendapatkan izin dari BT ataupun Perbanas, sedangkan seorang dokier
- yang ingin menjalankan prakiek harus mendapatkan izin dari IDL
(ieh karena mengingat krusialnya permasalahan tersebut tetapi
belum adanya sstu regulasi pun yang cukup mengatur perlindungan bagi

- data nasabah, maka sangat menarik untuk diteliti Iebib lanut dengan judul
Perlindangan Hukam -Atass - Data  Nasabah Ditinjau Dari Hakum

... Rahasis Dagang dan Hukom Perlindungan Konsumen.

1.2 Peramusan Masalah

- Berdasarkan -Iatar.-'bel__akang masalah tersebut maka ferdapat beberapa

8 ]kman Ba.nlgr Imimesm, http !fikamban]m eom!zb:!cantem pkp?u‘;l"*l&wp%#msmsj, diunduh
22 Mei 09 K
Pezsam Bazxk ﬁasmza,i http: fiwww pezbms,crgf?pziﬁz—hai&;dmd diundoh 22 Mei 89,
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... pokok.permasalahan, yaitu ;.

1. Bagaimana perlinduogan hukum data ‘nasabah dmnjau dari ketentuan
- Hukum Rahdsia Dagang? : :

2. Bagaimana perlindungan bukum data: nasabah -ditinjay dari ketentuan
Hukum Perlindungan Konsurnen?

3. Bagaimana bentuk pertanggung jawsban dari Bank sebagai pengembaa
Duaty of Fiduciary terhadap penggunaan data nasabah secara ilegal?

. 1.3 TUJUAN PENELITIAN -

Tu;méarzpeneizﬁan ini adalah:

2 1. Untuk  menganalisis perimdungau hukum data nasabah difinjan dari
: ketentuan Hukum Rahasia Dagang,’.

2. Untok menganalisis perlindungen hukum data nasabah ditinlan dari
ketentuan Hukum Perlindupgan Xonsumen, - . i

3. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban dari Bank sebagei
pengemban Duty of Fiduciary terhadap . penggunaan data nasabah secara

ﬂleg,al : 7 s
1A MANFAAT PENELITIAN

Manfaat vang bisa dismnbil dari penclitian ini adalah: - .
1. Untuk dunia perbankan: - e R
a. Agar dapat melaksanakan kewajtban schagai pengemban duty ¢f
- fduciary dari masyarakat
b. &g&dapaimmbmkmmsambagmsymk&t
2. Untuk nasabab :
a. . Agar dapat memberikan Kkepastian dan Keamanan akan data
pribadi dan keuangapnya.
b. Untuk mengetabui haknya sebagai konsumen yang dilindungi.
- 3. Untuk dunia usaha Iainnye :
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& Agsr dalam menjalanksn usshanya selalu- men;aiankaa prinsip
- persaingan sehat. © '

b. Agaer dalam menjalanken usshanya tidak melakukan hal yang
merugikan kepentingan konsumen. - '

- LEMETODE PENELITIAN:

1.8.1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative’®,
dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistemnatika
hukum yang telah ads, * sinkronisasi | hvkum, sejarsh  hokum
-perlindungan data nasabah Ji Indonesia dan-juga perbandingan hukumn
perlindungan data nacahah antara Indonesia dengan Negara lainnya.

: : - e
1.5.2. Jenis dan sumber data
‘Data. penelitian' melipati bahan hukewn primer, bahan hubon
o sekunder, dom-baban hukum tersier.

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat ke
dajam, meliputi, seperti salah satunya yaite Undang-Undang Ne, 10
Tabun 1998 tentang Perubaban atas Undang-Undang No.'7 Tahun
1992 tentang Perbankan. Bahan hukum primer tersebut digunakan
untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada. .

Sedangkan untuk bahan hukum sckunder, peneliti menggunakan

' dokumen, pendapst pakar serts arbkel yapg digunakan untuk
memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukom
primer secara mendalam,

Sedangkan untuk bahan hukum tersier, akan digunzkan kamus,
epsikiopedi dan sejenisuya untuk memperjelas bahan hukum primer

o Seerjono Soekante, Pengantar Penelifian Hukur, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Ul
Press, 2007), him §1.
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dan sekunder.”

1.5.3. Cara Memperoleb/Mengumpulkan Baban Hukum
Data yang ada diperoleh penulis dengan cara fibrary research,
yaitu - metode . pengumpulan data dengan melakukan penelitian
. terhadap sejumiak iterature di perpustakaan.

1.5.4. Analisis Data
Mengingat pendekatan penelitian. ini meuggtmakan pendekatan
penelittan yuridis normative, data yang berupa ketentuan yang diambil
¢+ dari petaturan perundang-undangan yang terkait akan dianalisis secara
~ analisis -isi .'(content analysis) dengan cara melakukan berbagai
penafsiran hulum terhadap substansi atau isi melalui data tertulis'Z,

1.6 KERANGKA TEORITIS

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori yang. dikermukaken
oleh Hakim Thomas Cooley pada fahun. 1830 fentang Privacy, yaitu
Privacy sebagat the right to be let alone”. Privacy ini meliputi banyak
bidang, namaon dalam. thesis ini Privacy yang dimaksud hanya ferbatas
pada Financial Privacy. L :

Teori Privacy ini kemudian dikembangkan oleh Francis Hutcheson
dan Sony Keraf, Francis Hutcheson menyatakan'® “manusia mempunysi
hak tidek ‘hanya untuk mempercleh untuk ‘memperolch dan memiliki
barang terfentu demi kelangsungan hidupnya, melainkan juga demi
kelangsungan hidup orang-orang vang dicintainya atau sesamanya, vang
berarti hak milik pribadi i:eriakakmyaapabﬂakepemmgmmnmﬁdak

- menuntut yaog sebdliknya”,

" Ibid., b, 52,

*’zz:zaf,*mzz

:‘ Yunus Husein, op.oit, hkn29
Iéfd”himﬁi? _ P
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Pendapat ini didukong pula oleh Sony Keraf yang menyatakan
bahwa'®, “hak milik pribadi sangat diperlukan untuk menuniang hidup
seseorang, namun fdak boleh sampai merongrong kelangsungan hidup
masyarakat secara kesehuruhan,” , .

. Kegiatan usaha Baok pada dasamya adalah menjatankan kegiatan
usaha berdasarken kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di
bank atan menggunakan jase bank lsinnys, dimana univk mendapatkan
kepercayaan mayarakat ini didukung oleh addanya rahasia bank dan

. prerupakan landasan utame hubungan antara bank dan nasabah'®,
« Kewgjiban bapk . untuk menjaga . mabasia = pasabahnya  ind
- 1o, menimbulkan - Firancial Privacy Right bagi nasabah, yaitu sebagai hak
dari ‘nasabah untuk meminta bank  untuk merahasiaken keterangan
-mengenai dirmya dan keadnan keuangannys. : Finoncial Privacy Right
nasabah ini waiib untuk dihonpati dap dijalaskan oleh Bank sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan ‘umuim. Oleh karens ifu penting
sekali bagi dunia perbankan sebagai pengemban duly of fiduciary untuk

“menghargei dan menjaga Financial Privacy Right dari nasabah,

.. Selain itu Bank sendiri sebagai suatu.badan hokum juga memiliki
- ~/hak-hak seperti layaknya hak-bak yang dimiliki oleh natirad person, hal
© ini sesual deéngan teori kenyataan yuridis yang dikemukakan (Juridische
reatiteitsleer) yang dikeraukakan oleh B.M Meijers dan Paul Scholten'”.
+ Teori: ini menyatakan. bahwa hendaknys dipersamakan badan hukum
v dengan-manusia. itu terbatas sampai pada bidang hukume saja. Schingga
~hak dan-kewajiban hukum yang dimiliki cleh manusta juga dimiliki oleh
" badan hukum. Sehingga penulis bependapat bahwa Bank juga dapat
~moemiliki Financial Privacy Rigit sebagatmana bal tersebut dimiliki oleh
. manusia sebagai natwral person. Dalam hal ini bank jugs memiliki hak
agar segala informasi yang berhubiingan dengan kondisi keuangan bank,

15 1Md, S

18 thid., him 35,

7 Chidir AK, “Teori Badan Hukum”, (Bandung, :PT Alumni, 2005), him, 35, dalara Erman
Rajagukguk, Hukum Peruscham a'gm Kepailitan I, (Jaarta Universitas Indenesia Fakultas
Hu&m i’m Sa:_;ana, 2009), him. ¢,
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. Pendapat: i1 didukung pula oleh Sony Keraf yang menyatakan
bahwa'>, “hak milik pribadi sangat diperfukan untuk menunjang hidup
seseorang, namun-tidak boleh sampai merongrong kelangsungan hidup

. masyarakat secara keseluruhan.”-
Kegiatan-usaha Bank pada dasarnya adalah menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di
bank atau menggunakan jasa bank lainnya, dimana untuk mendapatkan
. kepercayaan mayarakat. ini didukung. oleh adanya rahasia bank dan
merupakan landasan utama hubungan antara bank dan nasabah'®,
Kewajiban bank untuk menjaga rahasia . nasabahnya ini
- menimbulkan. Financial Privacy Right bagi nasabah, yaitu sebagai hak
-dari- nasabah..untuk: meminta . bank untuk merahasiakan keterangan
- mengenai 'dirinya dan keadaan keuangannva. Financial Privacy Right
. nasabah i wajib untuk dihormati dan dijalankan oleh Bank sepanjang
tidak bertentangan .dengan kepentingan umum.. Oleh karena itu penting
. -sekali bagi dunja perbankan sebagai pengemban duty of fiduciary untuk
- ~menghargal dan menjaga Firancial Privacy Kight dari nasabah,
Selain ifu Bank sendiri sebagai suate badan hukum juga memiliki
hak-hak seperti layaknya hak-hak yang dimiliki oleh narural person, hal
" ini sesuaf dengan teori kenyataan yuridis yang dikemukakan (Juridische
‘realiteitsieer) yang dikemukakan oleh EM Meijers dan Paul Scholien'”.
Teori ini menyatakan bahwa hendakmya dipersamzksn badan hokum
dengan manusia 10y terbatas sampai pada bidang hukum saja. Schingga
hak dan kewsjiban hukuin yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh
. baden hukum. Sehingga penulis bependapat bahwa. Bank juga dapat
. moemiliki Finaneial Privacy Right sebagaimana hal tersebut dimiliki oleh
manusia sebagai natural person. Dalam hal ini bank jugs memiliki hak
agar segala informasi yang berhubungan dengan kondisi keuangan bank,

% .Ié;d

¥ fhid., him 35.

¥ Chidis Ali, “Teori Badan Hukum”, {Bandung, :PT Alumni, 2885}, him. 35, delam Erman
Raisgukguk, Futwn Perwsahaay don Kepoiliten I, {Jakarta Universites 1ndmesxa Fakulias

Hiﬁcum Pasca Sar;ana, 2809, him. 9.
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berhubungan dengan keteraﬁgan mengenai aasabaix penyimpsn dan
. mm}z& K o T Lo
Kewsjiban .bank . untuk merabastakan - data nassbahnya terkait
dengan kewajiban bank sebagai pengemban:fiduciary duty, yaitn® :
“A.duty .of utmost_good faith, trusi, confidence and candor owed by
. fiduciary (such as a a lawyer or corporate' officer)’ to:the beneficiary
- {such as a lawyer’s client or-a shareholder); a duty to act with the highest
' degree of honesty. and lovalty toward-anather person and in the best
interests of the -other person. (such as. the dm‘y that one partner owes to
Cgnother).”. o Tl L. e T AT
- Sedangkan mengenal rahasia dagang, pemzi:& beranggapen bahwa
wrdapat ‘beberapa: persamaan - mengenai konsep . rahasia dagang dan

c v commercial « secrels seperti yang -akan dijabarkan:-.pada pemaparan

| “Rzimiizz!i,op, cit. izZmi

~dibawah ini; Selain.persamaan yang.-ada dalam pembehasan lebih ianjut
+ .n o penulis juga akan membahas perbedasn yang ada diantara keduanya.
.. 1. Rehasia dagang™ adalah informasi yeng tidak diketahui oleh umum di
“bidang teknologi da/atau bisnis, mempunyal nilai gkonomi karena
- berguna . dalam kegiatan usahs, dan’ dijsga kershastgannya oleh
Pemilik Rahasia Dagang.
2. Commercial secrets™ -are idenitifiable items or compilations of
information relation to o business, which rely for their value on being
.. not generally known end which give that business a-competitive edge
over ifs rivals, s :
- Mengingat dalam sudut pandaﬂg hukum perimémw konsumen,
+ pasabah bank dianggep schagal konsumen wyang berhak mendapatkan
-+ perlindungan hokum dan -bank sebagat pelsku usaba waiib untuk
-melindungi- nasabah bank,. maka penulis - juga akan - memberikan
© . pengertian mengenai  konsusien dan - pelakil -usaha seria pengertian
mengenai jasa karena bank memberkan pelayanan dibidang jasa

- ® Bryan A Gamer, ed, Black’s Law Dicripnary, (8t. Paul : West, 2004), izimﬁéﬁ L
. ® Indonssia, Undmg-Umtha&asiﬁzi}agmg,{}U No. 33:&21232889 Ps i hzzm{i},
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keuangan kepada nasabahnya,

Konsumen adalah®™ setiap orang pemakai barang dan/atan jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidek untuk
diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah® setiap orang perseorangan atau badan usaha,
batk yang berbeniuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan ussha dalam berbagai
bidang ekonomi,

Jasa adalah® setiap layanan veng berbentuk pekenjaan atau
presiasi yang disediakan bagi masvarskat untuk dimanfaatken oleh

konsumen.

LB SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam penyusunan thesis mi penulis membagi dalam lima bab,
dimana Bab I berisi tentang pendahuluan yaitu mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulizan, serta metode
penelitian

Bab I dengan judul Prinsip Rahasia Bank Ditinjau Dari Ketentuan
Rahasia Dagang Dan Perlindungan Konsomen. Bab ini berisi mengenal
tinjavan terhadap prinsip rahasia bank, tinjauan terhadap prinsip rshasia
dagang dan tinjauan terhadap prinsip perlindungan konsumesn.

Bab II dengan judul Pelanggaran Rahasia Bank Mengakibatkan
Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang Baak. Bab ini berisi pembahasan
terhadap perlindungan hukwm atas data nasabah ditinjau dari ketentusn
hukum rahasia dagang. Pada bab ini akan dibahas apakah pelanggaran

2 Indoaesza, Undang-Undarg Perlindungen Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 1 butir (2.

Indonesza, Undang-Undang Perfindungen Kensumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 1 butir (3).

* Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Kensumen, UU No. & tahun 1999, Ps. 1 butir (5).
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tethadap data nasasbah juga termasuk pelanggaran terhadap keteniuan
rahasia dagang terbadap bank atau tidak.

Bab IV denpan judul Kepentingan Nasabah Bank Sebagai
Konsumen Bank Yang Dilanggar Dengan Terjadinya Pelanggaran
Terhadap Rshasia Dagang Bank. Bab ini berisi pembabasan terhadap
pelanggaran terhadap rshasia dagang dari Bank mengakibatkan
kepentingan konsumen dilanggar dan juga dibshas mengenat pertanggung
jawaban Baok sebagai pengemban Duty of Fiduciary terbadap
penggunaan data nasabah secara illegal.

Bab V berisi kesiropulan berdasarkan uraian dan data penclitian
yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta
saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak -
pihak yang berkepentingan.
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BAB I

e /

PRINSIP RAHASIA BANK DITINJAU DARI KETENTUAN RAHASIA

DAGANG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN:

- #

2.1 PRINSIP DALAM RAHASIA BANK:

- 2.1.1 Hubungan antamBankdmgan:ﬁasahah S

. |
‘I- ’

- Dalam hubungan hukum: antara bank deng&n nasabah, terdapat beberapa

macam jenis nasabah, yaitu ;- .. § " J

1.
2.

Nasabah adatah®™ pihak yang mengglmakan jasa bank,
Nasabah -Penyimpan “adaleh® nasabsh yang ‘menempatkan dananya di
bhadk dalam bentuk shmpanan berdasarkan perjaniian bank. éengaa

- . nasabah yang bersangkotan.

. - Nesabgh Debitur adala’®® nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,

‘Nasubah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terniasuk pihak yang

- fidak - memiliki rekening namun- memanfaatkan jasa Bank untuk

melakukan transaksi kenangan (walk-pz customer)™,
Costumer of the bank is™* & person who has a more permanent link with a

- bank, like having an account with the bank or kaving an agreement with
‘the bank to-open an account. .. : AT T

* Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telab diubah
dengan UU No. 10 whun 1998, Ps. 1 butir (16).

® Indonesta, Undang-Undang Perbankar,  UU No. 7 mhun 1992 sebagnmana telah diubah
dengan UL No. 10 tahon 1998, Psl 1 butdr (1737 T

® tndonesia, Undang-Undang Perbarkor, VU No. 7 tztzun 1992 sebagaimana telah diukah
dengan UU No. 10 tahun 1998, Ps. 1 butir (18),

 Andonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dom
i’ezxg;gmm Data Pribad Nesabah, PBY No. T6/PBI2005, Ps. | butir (3)
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Rahasia bank sendiri memiliki definisi yaitu’ segala sesuatu yang
berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpaoannya,

Nasabgh memitiki hubungan hukum yang signifikan uatuk bank, yaitu® :
1, . Menimbuikan ‘hubungan hukum antara baok - dengan ‘nasababnya yang

menimbulkan hak dan Kewajiban bagi bank, -

Sebagian dari kewajiban in? termasuk kewajiban dari bank untuk menjaga

kerahasiaan dari nasabzh dan kewajiban untuk melakukan instruksi dari

nasabah atas rekening atau transaksi keuangannya dengan hatishati,

2. Jika nssabah telah mendapatkan hak-haknya sesual dengan Hubum
Perlindungan Konsumen, «naka bank. tidak perin lagi: mendapatkan
perlindungan seperti yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam - hubungan vang: timbul -antara bask depgan nassbah, dapat
dikelompokkan ke berbagai mocam jonis hubungan, salah satunya adalah
Hubungan Konoiraktual yang iercipta antara Bank. dengan nasabah. Begitu
seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maksd periketan yang timbui
adalah perikatan yang timbul adatah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).®®
Aldbat vang timbul dari perikatan adalah suatm hubungan hukum yang artinya
hubungan yang diatur dan dinkdi oleh hukum. Hubungan hukom ini periu
dibedakan deagan hubungan-hubungen vaosg tferjadi dalam pergavlan hidup
berdasar kesopanan, kepatuhan, dan kesusilaan.’®

- Perikatan yang bersumber dari kontrak adatah perikatan yang sumbernya
- adalaly perjanjian atau kontrak, Kekuatan hukum perikatan yang bersumber dari
kontrak sama dengan perikatan. yang -bersumber dari undang-undang. Dasar

. hukumnya adalah Paser 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu

kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagal undang-undang bagi mercka
vang membuatnya. Ketentuan hukum mengenal hubungan kontrakiual antara

2. Poh Chu Chai, op cif., him 26,

- B Indonesis, Undang-Undang wamm Uy Na ? tahun 1§92 sehugeirpana telah diubsh
dengan UL No. 10 1ahun 1998, Ps. } butir (28).

“9&0&3{3&;;1,@@: him 27 :
5 Marulak Pardede, Likuidasi Bonk don . ?wfi&dzmgm Km’aba}:, {Jekarta : Pustaks Singr
Harapan, 199%), Bm.17

“Senawm, f’agowokowum Pmkam, (Baadung Puirz Abardin, 1999), him2
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bank dengan para nasabah, merupakan suatu kontrak campuran, yang
menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa (lasfgeving) sebagaimana
diatur oleh Pasal 1792, dan juga dalam bentuk perjanjian penitipan barang Pasal
1694. Untuk sebagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang
diatur oleh Pasal 1754 dan seterusnya dari KUHPerdata.

Walaupun telah dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpan dana
dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-
debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti
ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Karena itu, sebenarnya ada 3
(tiga) tingkatan dari pemberlakukan hubungan kontraktual pada hubungan atara
nasabah penyimpan dana dan pihak bank, yaitu sebagai berikut:’

a. Sebagai hubungan debifur (bank) dan Kreditur (nasabah)

b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar
hubungan debitur-kreditur.

¢. Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Karena pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dan
bank adalah hubungan kontraktual tersebut (hubungan kreditur-debitur), tidak
mengherankan jika dalam praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah
penyimpan dana tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya oleh sektor
hukum.

Perjanjian yang terjadi diantara nasabah dan pihak bank menimbulkan
perikatan. Dari perikatan ini timbullah suatu akibat yaitu berupa kewajiban pada
salah satu atau lebih dalam perjanjian.

2.1.2 Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Bank terkait dengan Rahasia
Bank.

Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan yang lahir karena adanya
perjanjian. Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban dari bank dan nasabah

* Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
1999), him. 101.
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adalah sebragai berilaut:*
1. Kewajiban Bank

4.

Menjamin kerahasiean, identitas bank beserta dengan dana yang
disimpan pada bank kecuali kalan peraturan perundang.undangan
menentukan lain,

Menyerahkan dana kepads pasabah sesual dengan perjaniian vang
telah disepakati

¢. membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian
d. mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidsk mampu

g

melaksanakan kewajiban kepada pihak kefiga

melakokan pembayaran kepada cksportir dalam hal digurakan
fasilitas Letter of Credir (LIC), sepanjang persyaratan untuk itu telah
dipenubi.

memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan
simpanan dananya di bank

mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas,

2. Hak Bank
a. mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada

nasabah

menolak pervbayaran apabila tidak memenuhii persyaratan yang felah
disepakati bersama

melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melonast kredit
yang diberikannya sesual denpan akad kredit vang telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak

pennutusan rekening nasional (klausul ini hanya cukup ditemu dalam
prakiek)

mendapatkan buku cek, Bilyet Giro, Buku Tabungan, Credir Card,
dalam hal penutupan rekening.

3. Kewajiban Nasabah

* Sentosa Serbiring, Hukum Perbankan, ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2000}, him. 63,
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mengisi dan menandatanagani formulir yang telah disediakan olch
bank sesuai dengan layanan jasa yang diingin kan oleh calon nasabah
melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank

menvetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana
awal tersebut cukup bervariasi tergantung dard jends layanan jasa yang
diinginkan

membayar provisi yang ditentulaan oleh bank

menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungan.

4, Hak Nasabah
a. memciapatkan layanan jasg yang diberikan oleh bank seperti fasilitas

b.
e
d.

mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank
menuntut bank dalam hal terjad: pembocoran rahasia nasahah
mendapatkan sisa vang pelelangan dalam bal agunan dijual untuk
melunasi kredit yang tidak terbayar.

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban bank dan nasabab, secara
singkat hubungan bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Dengan disetorkan uang nasabah kepada bank, maka berakhirlah

pemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut menjadi
beralih kepemilikannya kepada pihak bank

Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali vang tersebut dalam
jumlah yang sama apabila diminta oleh pasabah, baik untuk jumlah
yang pokok saja atau ditambah dengan bunga scbagaimana ditetapkan
olel bank tersebut

Bagk berhak untuk menggunaskan uang fersebut uatuk keperiuan
apapun

Bunk bukanfah kuasa Jdari nasabah tetapi debitur dari nasabzh. Bahwa
kedudukan antara bank dan nasabah adalah sejajar.

Mengenal kapan dapat dikatakan hubungan antara nasabah dengan bank
ini timbul, terdapat berbagai macam pendapat. Hal ind dapat dilihat dari berbagai

¥ Romi Sawa Hotos Bako, Hubungon Bank dan Nasabak Terhadap Produk Tabungan dan
Lgpoyit( Bandong : PT, Cira Aditys Bakti, 19931.him, 35,
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putusan Pengadilan mengenai hal tersebut, yaitu:

s Majelis hakim dalam kasus Woods v. Martin Bank Ltd. berpendapat™ bahwa
bubungan antara bank dengan nasabah tidak timbul pada saat bank setuju
untuk membukakan rekening untuk nasabahnya, tetapi timbul hanya pada
saat bank 1telah membukskan rekening untuk nasabahnya. Hal ini
membuktikan bshwa pada saat suatu rekening dibukakan untuk seorang
nasabah, persetujuan dari bank tersebut untuk membukakan rekening
tersebut telah membuktikan bahwa orang tersebut merupakan nasabah dari
bank.

& Dalam kasus Bank of America Nutional Trust and Saving Association v.
Heman Iskander & Anor, diputuskan bahwa', inter alia, hubungan antara
bank dengan nasabah yang membuka deposito pada bank tidak berakhir pada
saat jatuh fempo depositonya tetapi berakhir pada saat bank telah
membayarkan deposito tersebut kepada nassbah.

Bank memiliki kewajiban kepada nasabahnya™ untuk membuat segala
informasi mengenal nassbhabnya menjadi sesuatu hal vang bersifat mhasia. Duty
of confidentiality lahir dari hubungan antara nasabah dengan bank dan diterapkan
dengan adanya hukum yang mengaturnya. Di Inggris, duwly of confidentiality
hanya merupakan pengaman yang dimiliki oleh pasabah atas bank tempatnya
menyimpan dsns untuk memastikan segala informesi yang terkait dengan
rekeningnya pada bank tetap dirghasiskan, Nasabah dapat menuntut bank
terhadap pelangparan duty of confidentiality dengan alasan pelanggaran kontrak
antara bank dengan nasabah. Nasabah dapat memeksa bank untuk melaksanakan
bank untuk melaksanakan duty of confidentiality dengan menggugat bank atas
pelanggarannya terhadap kontrak, Di Singapura, suatu bank yang melanggar dufy
of confidentiality tidak hanva skan berhadapan dengan gupatan perdata dari
nagahahnya, teiapl juga dapat dikenakan tuntotan pidana,

Terdapat lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan

“ poh Chu Chai, op oit, him. 31,
 rhid HWm 59.
® 1bid, 8lm. 5572.
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segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu® :
e Personal privacy
¢ Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
¢ Peraturan perundang-undangan yang berlaku
o Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan
e Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang
harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di
bank™.
Court of Appeal Inggris dalam perkara Tournier v National Provicial and
Union Bank of England [1924] IKB 461 yang kemudian menjadi precedent
dalam ketentuan rahasia bank memutuskan bahwa dimungkinkan terdapat
pengecualian bagi Bank untuk membuka rahasia bank tersebut, ditegaskan bahwa
persetujuan nasabah merupakan salah satu bentuk pengecualian bagi berlakunya
ketentuan rahasia bank. Majelis hakim memutuskan bahwa hak dari nasabah
untuk dijaga kerahasiaan data-datanya oleh bank menimbulkan hak yang
dilindungi oleh hukum.
Mengenai duty of confidentiality dari bank majelis hakim dalam kasus
Tournier tersebut berpendapat bahwa :
“ This duty of confidentiality did not constitute an absolute duty but was a
qualified duty. The duty of confidentiality®’ was not confined to the information
solely from a costumer’s account but could extend to information derived from
sources other than the costumer’s own account. A banker's duty™ to keep
information about a costumer’s account confidential continued even afier the
banker and costumer relationship had been terminaied.”
Kewajiban bank untuk merahasiakan data nasabahnya terkait dengan
kewajiban bank sebagai pengemban fiduciary duty, yaitu®’ :
“A duty of utmost good faith, trust, confidence and candor owed by fiduciary

* Yunus Husein, op cit,, hlm. 117.
* Yunus Husein, op cit., him. 117 dikutip dari Heru Soepraptomo.
4 16id , him. 560.
% Ibid., him. 561.
47 Bryan A Gamer, ed., op cit., hlm. 545.
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{such as a a lawyer or corporate officer} to the beneficiary (such as a lawyer s
client or « shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and
toyalty toward another person and in the best interesis of the other person (such

as the duty that one partrer owes o another).”

Kewajiban bank untuk merahasiakan yang disebut dengan duty of

confidence terdiri dari® :

Kewajiban untuk tidak memberikan informasi teniang nasabahnya kepada
pihak ketiga,
Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari
nasabahnya untuk kepentingannya.

Mepurut putusan perkara Tournder tersebut, kewajiban rahasia bank

dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut®:

Apabila pengungkapannya disetujui  oleh nasabah, baik bexdasarkan
persetujuan vang dinyatakan secara tegas maupun secara dism-diam (express

 or implied consent).

Seorang nasabah dapat mengungkapkan keinginannya secara cksplisit
maupun implicit persetujuannya kepada bank uvotek membuka segala
informasi yang terkait dengan simpannnya.
Apabila untuk kepentingan bank, pengungkapan tersebut perlu dilakukan.
Apabila pengungkapannya dikehendaki oleh Undang-Undang,
Apabila pengungkapannya dilgkukan oleh bank di dalam rangka
menjalankan kewajibannya kepada masyarakat, ‘
Poh Chu Chai wmenjelaskan mengenai pengungkapan rahasia bank
berdasarkan kewajibannya kepada masyarakat menimbulkan berbagal akibat
hukum kepada bank, yaitu*® :
o Bank is under no obligation to contest the order
When a bank is served with a lawful order to disclose informarion about
cosiumer’s accourd, the bank is obliged by law 1o comply with the order.

o Duty to notify a customer of the order

* v unus Huseln, op ¢if, him. 37.
** Sutan Remy Sjahdeini, op ciz., him. 2}
¥ poh Chu Chsi, op cit., hlm. 567
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In Maurice Robertsson v. Canadion Imperial Bank of Commerce, if was

contended that a baker who had ben served with a subpoena 1o produce

information about a costumer’s nccount was under g duty to form e

costumer of the proceedings before he was entitled to moke the

disclosure,

[rari putusan dalam perkara Tournier tersebut timbul pedoman mengenai
ketentuan rahasia bank, yaita®! ;

¢ The duty of secrecy tidak terputus ketika hebungan antara bank dengan
nasabah  berakhir (ketika nasabah menutup rekening). Bank fetap
berkewaiiban unfuk menjags rrhasia bank dan hanya diperbolebkan untuk
dibuka apabils memenuhi salah satu kuelifikasi dalam putusan Tournier.

s  Secrecy tidak hanya terbatas pada data yang ada dalam rekening masabah,
tetapi juga meliputi informasi yang berasal dari sumber-sumber lainnya vang
dimiliki oleh bank sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai bank nasabah
vang bersangkutan.

Menurut Munir Fuady *% ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas
rahasia bank, yaitu :

*« Teorl Mutlak, dalam teori ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak
dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun.

¢ Teori Relatif, menurut teort ink rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal
khusus vakni dalam hal vang termasuk luar biasa prinsip kerahasisan bank
tersebut dapat diterobos.

2.2 PRINSIP DALAM RAHASIA DAGANG
2.2.1 Pengerfian Rahasia Dagang

Rahasia degang™ adalsh informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyal nilai ekonomi karena berguna

* vunus Husein, op oit, him, 138,

# Munir Fuady, op oit, him, 97,

* tndonesia, Undang-Undang Rakasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 1 butir (1).
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dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerghasiannya oleh Pemilik Rahasia Dagang.
Stephen Elias dan Richard Stim memberikan definisi Rabasia Dagang
sebagal berikut™
Y4 trade secret may consist of any formula, pattern physical device, idea,
process, compilation of information or other information that both ;
s Provides the owner of the information with a competitive advaniage in the
market place, and
» Is treated in g way that can reasonably be expected 10 prevent the public
or competitors from learning about it, absent improper acquisition or
thefi.
When deciding whether information qualifies as a frade secret wider this
definition, courts will fypicatly consider the following factors :
o The extent to which the informmtion is known owulside of the particular
business entiiy
s The extent 10 which the information is kmown by empioyees and others
involved in the businesy
o  The extent tp which measures have been taken to guard the secrecy of the
information
»  The value of the inforpmation to the business, and
o The difficudty with which the information could be properly aoguired or
independently dupiticated by others.
There is no crisp definition of what constitutes o trade secret. A trade secret
is created and defined solely by reference io how certain information is
handled, and to the value inherent in keeping it secret. Even if an item or
piece of information otherwise qualifies as a trade secret, its moment to
moment status will depend on how it is treated by its owner.”
Pada TRIPS Agreement Pasal 39 diatur mengenai Rabasia Dagang,
namun Rahasia Dagang pads TRIPS Agreement disebut scbagai Undiclosed
Information dengan kriteria sebagaimapa diatur pada Pasal 39 ayat 2 TRIPS

¥ iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, Aspek-Aspek Hukum Rakasia Dagong, { Jakarta
‘Harvarindo, 2605}, him. 5.
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Agreement, yang mengatakan :
Natural end legal persons shall have the possibility of preventing information
lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by
pthers withowt their consent in a manner contrary to honest commercial
practices, so lang as such information” ;
ay Is secret in the sense thuf it is nof, as a body or in fthe precise
configuration and assembly of its components, generally known among or
readily accessible to persons within the circles that normally deal with the
kind of information in question ;
b} Has commercial value beequse it is secret ;
¢} Has besn subject to reasonable steps wnder the circumstances, by the
person lawfully in control of the information 1o keep i secrel.

Privasi adalah™ hak sescorang atau suatu badan usaba untuk menjalani
kehidupan pribadinya atau menjalani usahanya tanpa diganggu oleh orang lain,

Hak Milik adalah®’ peranan sescorang atau suatu pihak untuk memiliki
sesuaty dan bertindak atas sesuatu vang menjadi miliknya itu, dimana obyek hak
milik adalah benda atan yang dipersamakan dengan benda®.

Rahasia jabatan (professional secrecy) dalam kaitannya dengan rahasia
bank adalah® rahasia yang harus dijaga oleh pejabat/pegawai dari otoritas
perbankan untuk tidak membeberkan informasi yang diperoleh karena
jabatannya. Di Indonesia rahasia jabatan dipegang teguh oleh Guberrnur, Deputi
Gubernur Senior, Deputi Gubernur dan pegawat Bank Indonesia sebagai mana
diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.

Selain ity rahagia jabatan juga diatur dalam Pasal 322 dan 323 KUH
Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 322%

# Agreement Esiablishing The World Trade Organization Annex 1 C Agreement on Trade
Related Aspecis of Inteliectual Property Rights. Article 39 (2).
* unus Husein, op oit., him 48
5t
3 mid, dikutip dari Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim.
 Ibid, bim. 126,
@ Kitab Undeng-Undang Hukum Pidana [Weboek van Strofirechd], diterjemshkan oleh
Moeljatne, (Jakarta: Pradnya Peremita, 1976}, Ps. 322,
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1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rabasia yang wajib disimpannya
karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarsng maupun yang
dahuly, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan puluh
bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan puluh ribu rupiah.

2} Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang terfentu, maka perbuatan itu
hanya dapat dituntuf ates pengaduan orang it

Pasal 323% ;

1) Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang
suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atan
dahulu bekera, yaug harus dirahesiskannya, disncam dengan pidang
penjara paliog lama Sembilan puluh bulan atau pidana denda paling
banyak Sembilan pulah ribu rupiah.

2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perugahaan itu.

Di European Union dalam Pasal 12 First Banking Directive mengatur
mengenai rahasia jabatan yaitu® ;

“everyone emploved, now or in the past, by the supervisory authorilies was to

subject o professional secrecy. Confidential information received in the

course af supervisory duties was no to be divulged to wry person or authority
except by virtue of provision laid down by law.”
Di Liechtenstein dalam Pasal 14 Banking Law jugs diatur mengenai
masalah rahasia jabatan, bahwa®™ -

“in the event that civil servants acting in the execufion of their duties gain

Inowledge of maiters subject tv bank secrecy, they are obliged to treat the

same as an official secret.”

Commercial secrets™ are identifiable items or compilations of
information relation fo a business, which rely for their value on being not

generally known and which give that business a competitive edge over its rivals,

8 Kitab Undong-Undang Hukum Pidang (Wethoek van Strafirechi], ditesjemahkan oleh
Mocljatne, (Jaksrts; Pradnya Paramita, 1976), Ps. 323.
* Yunus Husein, op eft,, him. 126.
“ Yunus Husein, op o, hlm 127.
% John Hull, op cit., him. 1
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2.2.2 Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia

Sebelum UL No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diberlakukan,
proteksi terhadap pemilik rghasia di Indonesia hanya mengace pada ketentoan
Pagal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan ketentuan
pidana Pasal 382bis KUHP tentang perbuatan yang berstfat tipu muslihat untak
mengelabui khalayak umum atau pribadi tertentu,

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan® :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang
lsin, mewajibkan orang yang karena salshnya menerbitkan kerugtan ity
mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 382 bis KUH Pidana menyatakan® :
“Batang siapa mendapatkan, memperiahankan atau mengembangkan hasil
perdagangan atau hasil perusahasn kepunyaan sendiri atau orang lain,
melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak unmum atas orang
tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan sendiri
atan saingan orang lain itu, dipidana, karena salatinya melakuvkan persaingan
curang, dan pidanz selama-lamanya satu tzhun empat bulan atau denda
setinggi-tingginya tidga belas ribu lima ratas rupiah.”

Salah satu kasus yang terkenal dan menjadi yudsprudensi afas
pelanggaran Raehasia Dagang yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum
adalah kasus Zindenbaum vs. Cohen, dapat jupa kita Klasifikasiken ke dalam
perbuatan melawan hukum, Pada tehun 1919 dengan Putusan Hoge Raad dalam
kasus Lindenbaum lawan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, yang terkenal
dengan nama Standoard Arrest ataw Drulkers Arrest (Putusan  teniang
Percetakan®), sebagai berikut. Samuel Cohen dan Max Lindenbaum masing-

* Kitah Undong-Undang Hufnu Perdata (Bugeriijk Wetboek), diterjemshkan oleh R. Subekii
dan R, Tjitrosudibio, {(¥akarta : PT. Pradnya Paramite, 1986), Ps. 1365,
% Ritab Undeng-Undong Hukum Pidona (Wethoek van Stroftrech), diteriemahkan oleh
Moeliamo, {Jekarta: PT. Pradnya Pasamite, 1976}, Ps. 382,
HAMukhsin Asyrof : Membedeh Perbuatan Melowan Hukum dan Wonprestasi,
http:/fwww badilag neV/dat/ ARTIKEL/VARIA%20MEMBEDAHY20PMHSR0DANSOWA
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masing pengusaha percetakan. Pada suatu ketika, Cohen membujuk salah seorang
pegawai Lindenbaum untuk membocorkan daftar nama pelanggan Lindenbaum
dan daflar harga-harga, dap menggunakan daflar tersehut unfuk kemajuan
usahanya sendii. Akibatnya ussha Lindenbaum mundur dan mengalami
kerugian, Kecurangan ini akhirnya diketahui Lindenbaum dan dia menuntut ganti
rugi kepada Cohen atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Cohen
membantab gogstan itu afas deser pendspat babwa die tidek melakokan
perbeatan melawan hukum karena undang-undang tidak melarangnya.

Pengadilan tingkat perlama (Rechtbank) memenapgkan gugatan
Lindenbaum, tetapi di tingkat banding dia dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi
(Gerechtshof). Ditingkat kasasi kembali Lindenbaum dimenangkan oleh Hoge
Raad dengan alasan bahwa pengadilan tinggi telah menafsitkan pengertian per-
buatan melawan hukum dalam arti yang sempit, yakni hanya sekedar melawan
undang-undang, Sedangkan menurut Hoge Kgad, pengertian perbuatan melawan
hukum {parechi-matigedaad) harus diartikan sebagal berbuat giau tidak ber-buat
vang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewaliban hukm si
pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri
atau benda orang lain®,

Berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan  melawan
hukam {onrecht-matigedaad), i atas, maka terdapat empat kriteria dari
perbuatan melawan hukum ity, yakni®® :

{2} Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

(b} Melanggar hak subjektif orang lain.

(¢) Melanggar kaidah kesustlaan

(d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian,”

Kriteria pertama di atas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum
itu adalah perbuatan yang berfentangan dengan kewaiiban si pelaku. Kewajiban
hukum yang dimaksud adalah kewsiiban menurut Undang-Updang, baik

NPRESTASLpdS, diundub 20 April 2009, him, 13.
B 1bid, him 13,
 Setiawan, ap cit, him, 24.
™ H.AMukhsin Asyrof, op cit., hlm 14.
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termasuk dalam hukum public maupun hukum privat, Tetapi tidak semua

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dimntut ganti

kerugian’', Untuk dapat dituntut ganti kerugian, disyaratkan:

(a) kepentingan pengpugst benar-benar terkena/ terancam oleh pelanggaran
{PMIH) tersebut.

(b) kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidab/peraturan perundang-
undangan yang dilanggar itu (schutz-norm theorie).”

{c) kepentingan tersebut masuk dajam lingkup kepentingan yang dimaksud untuk
dilndungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPdAL, tersebut;

(d) pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap
penggugat dengan juga memperhatikan sikap dan kelakuan si penggugat itu
sendirnt;

{e} tidak ada alasen pembenar maupun alasan pemaaf mepurut hukum.”?

Sclanjutnya mengensi kriteria kedus yaitu hak subjektif orang lain,yang
dimaksud adelah tidak seorang pun boleh merusak hak orang lain tanpa suatu
kesewenangan dan berdasar vurisprudensi mencakup:

{a) hak-hak kshendaan serta hak-hak absolute lainnya seperti hak eigendom (hak
milik), erfpachs (hak guna usaha), hak okirei (hak yang diberikan atas
permohonan kepada seseorang yang menemukan sesuatw/ hal yang baru), dan
sebagainya.

(b) hak-hak pribadi (hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan
serta nama baik)

(c) bak-hak kbusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyews.

Meskipun demikian, tidak serta merta perbuatan yang melanggar hak
orang lain menimbulkan gugatan, karena terdapat unsur uiama yang harus
dibuktikan yaitu adanysa kesalahan dari orang tersebut.

Kriteria ketiga dari PMH adalsh pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan,
yakni kaidab-kaidah moral scianh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah
hukum tidak tertulis

2 rbid, him. 14.
2 Ibid, him. 15.
? fbid, him. 16.
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Kriteria keempat juga diambil dari kaidah idak tertulis, suatu perbuatan
atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika
bertentangan dengan kepatutan, ketelitian seria sikap hati-hati yang seharusnya
dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau
terhadap barang milik orang lain,

Berdasarkan uraian diatas dan bunyi dari pasal 1365 KUH Perdats maka
suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan huloum (onrechimatigedaad),
haruslah memenuld unsur-unsur sebagai berilut ™
(1) adanya perbuatan melawan hukum
(2) harus ada kerugian yang ditimbulkan
{3) hares ada hobungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan

hukum dan kerugian.
(4) harus ada kesalahan,
(5) Schutznorm,

Seperti juga dalam tindskan pidana, meskipun terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum seseorang tidak dapat dituntut jika ada alasan yang
membenarkan t{indakannya (Rechivaardigingsgronden). Alasan pembensr yang
menghilangkan sifat melawan hukum dard perbuatan itu, yakni:

{1} Keadnan memaksa (overmacht) (Pasal 1245 KUHP4t).
{2) Pembelaan terpaksa (noodweer)

(3) Melaksanakan undang- undang;

(4) Perintah atasan.”

Alasan-alasan tersebut adalah merupakan hal-hal vang menghilangkan
sifat bersalsh dari pelaku, schingga pelaku tidak dapat dapat dimintai
pertanggung jawaban. Alasan pembenar i atas juga dapat menjadi alasan pemeal
(Schulduitsiuitingsgronden).’®  Selain i terdapat juga hal-hal yang
menghilangkan sifat bersalah dari pelaku, sehingga pelaku tidak dapat dapat
dimintai pertanggung jawaban yang dikenal sebagai juga dapat menjadi alasan

M ibid, hlm. 18,
® mbid, pim. 18,
* Ibid, hlm. 19,
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pemaaf (Schulduitsluitingsgronden).”

Setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
diberlakukan, pemilik Rahasia Dagang diberikan perlindungan secara perdata dan
pidana. Secara Perdata pemilik Rahasia Dagang diberikan hak untuk” ;

a  menggunakan sendiri Rahasia Dagang vang dimilikinya

b. memberikan lisensi kepada atan melarang pibak lain untuk menggunakan
Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pibak
ketiga untuk kepentingan vang bersifat komersial,

Apabils terdadi pelanggaran terhadap Rahasia Dagang yang dimilikinya,
maka pemilik atau pencrima Rahasia Dagang dapat mengajukan gugatan ganti
rugi dan penghentian semua perbuatan pelanggaran Rahasia Dagang”, dimana
gugatan itu dapat diajukan ke Pengadilan Negeri® atau melalui arbitrase®.,

Selain perlindungan secara perdata, pemilik Rahasia Dagang dilindungi
dengan perlindungan secara pidana, dimana pelaku pelanggaran Rahasia Dagang
dapat dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
300.000.000,-%

2.2.3 Ketentuan dan Yurispudensi Dalam Perlindungan Rahasia Dagang

Dalam kasus mata-mate 4G v. Guardian Newspaper Lid (No.2)., hakim
Bingham L.J dalam pengadilan banding menyimpulkan® :
“ft is g well sentled principle of law that where ane party (the confidant} acauires
confidential information from or during his service with, or By virtue of his
refationship with, another (the confider), in circumstances importing a duly of
confidence, the confidant is not ordinarily at liberty fo divulge that information io
a third party without the consent or against the wishes of the confider...the
essence of the confidant’s duty is to preserve the confidentiality of the confider’s

7 bid
Zzzdcnesza,, Lndong-Lindang Rohasia Dagaeng, UU Newmor 30 tahun 2000, Ps. 4.
}ndoncsza,, Undong-tindang Rokasia Dagang, UU Nemor 30 {ahun 2000, Ps. 1layst 1.
‘indonesza, Undangp-Lindang Robsia Dagang, UU Nomor 30 tahun 2000, Ps. Hayst 2.
szdoziesza, Undang-Undang Rotasin Dagang, UU Nomor 30 (ahon 2600, Ps. 12,
& Indonesia, Undong-Undang Rehosin Dagang, VU Nomor 30 tahun 2000, Ps. 17 ayat |,
8 rohn Hull, op ¢iz, him. 34,
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information. it is thus an essential ingredient of the duty. and of any cause of
action arizing on breach of threatened breach, that the information should, when
imparted, have been and should remain confidential. ”

Kewajiban untuk tidak menggunakan atau membuka svate informasi
diluar kewenangannya. Kewajiban untuk tidak  menggunakan atau
mengungkapkan suaty informasi tanpa suate kewenangan dapat juga dibebankan
karena pars pihak terbedap kershasinan ini adalah secars kontrsktual saling
berhubungan satu sama lainnya (seperti karyawan dengan majikannya), tetapi
penyebab dari kejadian tidak tergantuag pada syarat-syamat yang tertera pada
kontrak tersebut™,

Know-How adalah termasuk ke dalam salah satu bagian dari Hak Atas
Kekayaan Intelektual, Xnow-How cenderung untuk menggambarkan segala
informasi vang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Hal ind
dapat termasuk mengenai proses prodoksi, atau mungkin joga mengenai data
konsumen, tetapi yeng paling penting bahwa informasi tersebut sebagian maupun
selurchnya adalah bersifat rahasia.

Hak milik dar majikan yang dilindungi salsh satunya yaitu data
konsumen atau supplier yang dimiliki oleh majikan®. Hal ini dikarenakan karena
informasi tersebut memiliki nilai yang berharpa dalam upsaha majikan tersebut
sehingga layvak untuk mendapatkan perlindungan.

Rahasia dagang dikenal sebagal salah satu jenis dari bak milik dari
majikan yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Majikan masih dapat
untuk menyatakan apa yang telab dia lakukan untuk melindungl informasi
tersebut yang oleh hukum diskui bahwa membutuhkan langkah-langkah tertentu
untuk melindungl kerabasiasmnys (hal ini mengakibatkan sdanya berbagai
tingkatan kerahasiaan yang dapat dikenal sebagai rahasia dagang atau informasi
yang memiliki tingkat kerabasiaan tinggi). John Hull berpendspat bahwa
perbedaan dari rahasia majikan dan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki

8% Ibid, i, 36,
83 Ibid hilm. 240,
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oleh pekerja adalah sangat penting dengan alasan® -

“The distinction here between an employer’s secrets and an employee’s skill and

experience is as important when examining the role of the covenant as it is in

analyzing the scope of the implied term of fidelity and confidentiality which,
respectively, protect an employer’s secrets without covenant whilst the employee
is employed and afier his employment has been terminated.”

Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara mantan karyawan dan mantan

majikan seperti yang dimaksud oleh John Hull dalam definisinya diatas dapat

diterapkan secara efektif untuk melindungi mantan majikan apabila dalam
perjanjian tersebut dibatasi kondisi tertentu, yaitu :

o Jangka waktu perjanjian tersebut harus tidak melebihi dari yang diperlukan
untuk melindungi rahasia dari pemberi kerja®’.

o Batas perlindungan dari perjanjian dapat diperluas sejauh perjanjian tersebut
menawarkan perlindungan yang cukup sehubungan dengan aktivitas bisnis
pemberi kerja®.

o Wilayah berlakunya perjanjian tersebut harus tidak melebihi dari yang
diperlukan untuk melindungi rahasia pemberi kerja®.

o Beberapa klausula yang bersifat membatasi atau kasus rahasia dagang hanya
dapat dijelaskan dengan menunjukkan sejauh mana karyawan tersebut
terlibat, pengaruh dari posisi yang karyawan tersebut pegang dan yang
melandasinya melakukan tindakan tersebut”,

Perjanjian yang melindungi commercial secrets dianggap menguntungkan

karena’'

o Karena dapat menghalangi rahasia ferscbut dari penyalahgunaan atau
pengungkapan dalam suatu periode tertentu dimana mantan majikan dapat

memperbaiki posisinya melawan kompetitornya.

% Ibid, him. 252.
¥ Ibid, him. 257.
8 Ibid, him. 259.
® Ibid, hlm. 260.
% 1bid, hlm. 261.
%1 1bid, hlm. 262.
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¢ Pedanjian ini dapat mengpambarkan keinginan dari magiikan untk
memberikan perhatian kepada karyawannya atas kewaliban-kewajibannya,
Hal ini jelas bahwa dari kasus-kasus tersebut para majikan yang memberikan
peringatan kepada para karyawan aken kewajiban-kewaijibannys akan lebih
meparik sitpati dari pengadilen untak  mempertahankan  keunggulan
kompetitifnya.
¢ Perjanjian ini dapat membanty pemberi kerja untuk mepguraikan apa yang
menjadi klaimnya dan pengertian akan hal tersebut adalah sangat penting agar
berhasil.
o Perjanjian ini mengakui suaty kenyataan hidup bahwa scorang mantan
karyawan yang membawa rahasia-rahasia dagang akan, tidak mungkin
disangkal, dapat diakui untvk menggunakan atan mengungkapkar rahasia
tersebut apabila tidak dilerang untuk melakukannya., Carma vang paling efektif
uniuk mempertahankan rahasia ini adaleh dengan tetap menjaga karyawan
tersebut dalam penguasaan majikan dalam lingkungan kerja yang kompetitif.
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila® informasi tersebut :

i. Bersifat rehasia ;
Informasi diangpap bersifat rahasia™ apabila informasi tersebut hanya
diketahui oleh pihak tertentn atsu tidak diketahui secars umum di
masyatakat.

2. Mempunyai nilai ekonomi;
Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi®™ apabila sifat kerahasiaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalackan kegiatan usaha
yang bersifat komersial afan dapal meningkatkan keuntungan secarm
ekonomi.

3. Dijaga kerahssisannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
Informasi dianggap dijaga kerahasisaonya™ apabila pemilik atau para
pihak yang mepguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak

% Yadonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 3 ayat (1).

* Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 3 ayat (2).

* Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU Ne, 30 tahun 2000, Ps, 3 ayat (3),

* Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dageng, UU Ne. 30 whun 2000, Ps. 3 ayat (4).
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dan patut.

Lingkup perlindungan rahasia dagang® yang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi
dan‘atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat
vmum.

Menwat Prof DR. Ahmad M.Ramli, ferdapat dua teori mengenai
perlindungan rahasia dagang, yaimg? :

s Teori Kepentingan
Landasan teori ini adalah penghargaan kepada penemu mbasia dagang
yang intinya adalah bahwa rahasia dagang sebagai hak kebendasn memiliki
sifat eksklusif vang dilindungi oleh Negara, dimana sifat ekslusif pads rahasia
dagang lebih tinggi dishanding sifat eksklusif pada bidang HaKl lainnya.
Menurut teori ini perlindungan rahasis dagang adalah scbagai bagian dani
penghargsan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerih payahnya berupa
kreativitas dalam melghirkan hal-hal baru yang dapat digunskan untuk
meningkatkan usahanya dalam mencapal kesejahteraan umat manusia dan
kepentingan umum yang lebih loas serta terhindar dari kemungkinan
pencurian pihak lain.,
» Teori Perikatan

Menurut teori int rahasia dagang adalah objek dari perikatar di mapa
pexrikatan itu sendiri melakirkan hak dan kewajiban antara para pihak, baik
yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dasar hak dan
kewaiiban dari pankatan merupakan bal yang lebih luas dibandingkan teort
dasar perlindungan rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan
hukom. Seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untuk
memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa
pemenuhan  Ketentuan perundang-undangan, baik yang terjadi karena
perbuatan manusia (menurut hukum dan melawan hukum) maupun semata-
mata karena undang-undang. Prinsip perikatan ini dapat dijadikan dasar

* Indonesia, Undong-Undang Rahasia Dageng, UU No. 30 tahan 2000, Ps. 2.
" Mubamad Djumhana, Perkembongan Dokirin dan Teori Perlindungan Hok Kehkayaan
Inmelettval, (Bandung @ PT. Citra Aditya Bakii, 2006), him. 131,
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kewajiban perlindungan rabasia dagang meskipun diantara orang tersebut
dengan pemilik rahasia dagang fidak terlibat perjanjian atan perbuatan
melawan hukum,
Untuk mengetalnd apakah suaty informasi merupakan suatu rebasia
dagang atau bukan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikat™ :
1. Dalam derajat bagaimana suata informasi telah diketahui secara wroum &8 luar
dari bisnis pemilik rahasia dagang.
2. Dalam derajat bagaimana suatu informasi telah diketahui dalam lingkungan
pemilik rahasia dagang sendir
3. Langkah-langkah yang telah diambil untuk menjaga kerabasizan dari
informasi it sendini,
4 Nilai dari informasi itu sendin bagi pemilik rahasia dagang ataupun
saingannya.
5. Biaya-biava yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan informasi itu sendiri,
&. Sejauh manakah informasi tersebut telah didapatkan. Apakeh dengan mudah
atau susah diduplikasikan oleh pibak lain
Terdapat juga doktrin yang mengecualikan perlindungan terhadap rahasia
dagang, yaitu doktrin terungkapnya suatu rahasia dagang dimana menurut doktrin
ini terdapat cara pengungkapan rehasia dagang yang sah dar tindakan tersebut
dapat dibenarkan secara hukmn apebila dilakukan dengan benar dan tidak
melawan hukum. Cara pengungkapan rahasia dagang yang sah adalah melshi™ :
» Proses bongkar pasang
Perusshaan pesaing melalui proses ini memiliki kesempatan untuk
mencari dan mempelajari suats rahasia dagang sesoai hukum melani proses
bongkar pasang, yaitu mempelajari produk vang dijual di pasar, diuji kalau
perlu secara kimiawi atau dengan alat elektronis untuk mengetahui rahasianya.
Proses seperti itu mempakan suvatu ussha berupa rekayasa balik (reverse
engineering).

« Pengecualian demi kepentingan nmum

* Iman Sjahputrs Tunggal dan Heri Herjandono, ap. ¢if, Blm. 28.
* thid him. 135.
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Pengecualian terhadap kepentingan umum ini diberikan terhadap
pengungkapan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan
keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat disamping berlaku juga
untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan
rehasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan lebih lanjut produk tersebut.

Selain itu terdapat keadaan lain dimana kepentingan umum dapat
memperbolehkan pengungkapan informasi rahasia yaitu'® :

s Informasi yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan Negara

e Informasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan
pidana

e Informasi yang menunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar
undang-undang.

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan
sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan,'"'

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'%,

Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 13 UU No 30 tentang Rahasia
Dagang, tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila'® :

o Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia
Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan,
kesehatan, atau keselamatan masyarakat ;

® Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan Iebih lanjut produk yang bersangkutan

Tom Lindsey, et.al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung : Asian Law
Group Pty Ltd Bekerjasama dengan P.T. Alumni, 2006}, him 246.

' Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 13.
'%2 Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 14.
1% Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 15.
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Dalam hal pelanggaran rahasiz dagang yang dilakukan oleh seorang
pegawai, praktek pengadilan di Negara lain menggolongkan informasi ke
dalam tiga kategori, yaita'® ;

» Informasi yang mudsh diperoleh mesyarakat nmum, bersifat sepele atay
tidak penting. Informasi seperti ini jelas tidak bersifat mhasia,

« Informasi yang diketahui pegawat sebagai bagian dari pekerjsannya, yang
kemudian feiap diingat oleh pegewal. Informasi seperti ini adalah
sebagian dari pengalaman, keterampilan dan pengetahuan pegawai.

Dalam hal informagi ini, pegawai yang bersangkutan terikat kewajiban

selama bekerja untuk menjega kerahasiaan informasi tersebut yang dapat

memgikan majikannya. Kewsjiban yang dimiliki oleh pegawai dengan
majikannya ini sering discbut sebagal fiduciory 4wy antara pegawai
dengan majikan,

Setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi, bissanya mantan majikannya

akan membuaf perjanjian berupa pembatasan bagi manfan karyewannya

untuk membuka atan menjalin usaha serupa dalam jarak atau jengka
waktu tertentu. Namun pembatasan ind tidak boleh bersifat membatasi bak
mantan karyawan atau pengadilan tidak akan melaksanakannya.

e Informasi berupa rahasia dagang yang terdiri dari informasi yang bersifat
sangat rahasia seperti proses pembuatan, formula kimiz, metode khusus
pemasaran atay; dafiar pelanggan
Mengenai informasi ini, pegawai selain ferikat fiduciory duly untuk
menjaga kerahasiaan selams bekerja, ia juga terikat untuk tetap meniaga
kerahasiaan bahkan setelah masa pekerjaan berakhirn,

Beberapa contoh kasus di Amerika mengenai perkara pelanggaran

Rahasia Dagang, yaitu'®
1. VERMONT MICROSYSTEM I nc., (Penggugat) vs AUTODESK (Tergugat)
dan OTTO G BERKES.

® Tom Lindsey,etal, op. ci#, him. 252,
"¢ Iman Sizhputra Tunggs! dan Heri Herjandone, op. cit, him. 48.
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Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Software
Komputer, khususnya dalam pembuatan Computer Aided Design (CAD)
yang kebanyakan dipergunakan oleh Insinyur dan Arsitek untuk menggambar
melalui computer. Tergugat menguasai 80 % dari pasaran CAD. Penggugat
adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan
perlengkapan dari AutoCAD agar program-programnya dapat berfungsi
dengan baik.

Otto G Berkes pertama bekerja pada tempat Penggugat. Sebelum bekerja Otto
telah menandatangani suatu perjanjian Invention dan Nondisclosure yang
isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengungkapkan
rahasia dagang dari Penggugat dan semua rahasia dagang penggugat adalah
milik Penggugat. Otto ditempatkan dibagian programmer dan berhasil
menyumbangkan banyak program yang sangat berharga bagi Penggugat.

Pada tahun 1991 Otto telah berhenti bekerja dari perusehaan Penggugat dan
menggabungkan diri dengan perusahaan Tergugat. Peter Reed selaku presiden
direkiur dari Penggugat telah menyurati Tergugat dan menganjurkan
Tergugat jangan memakai tenaga Otto, karena Otto menyimpan banyak
rahasia dagang dari Penggupat. Akan tetapi Tergugat tetap mempekerjakan
Otto. Sehingga Penggugat menggugat Tergugat dan Otto G Berkes karena
telah melanggar rahasia dagang dari Penggugat.

Pengadilan memutuskan bahwa Tergugat dan Otto G Berkes felah melanggar
rahasia dagang dari Penggugat, karena hal yang dituntut oleh Penggugat yaitu
triangle shading algorithm merupakan formula, langkah-langkah atau aturan-
aturan untuk memecahkan persoalan program computer, sehingga merupakan
Rahasia Dagang dari Penggugat.

. IDS FINANCIAL SERVICES Inc., vs SMITHSON, 834 F. Supp 415
Smithson telah berhenti bekerja dari perusahaan IDS Financial Services
selaku perencana keuangan. Sebelum berhenti, Smithson telah
menandatangani suatu perjanjian untuk tidak bersaing dalam masa waktu 1
tahun. Kemudian Smithson bergabung dengan perusahaan Sun Amerika
selaku perencana keuangan. Smithson mengcopy file-file yang berkaitan
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dengan pelangger dard perusahaan IDS. Hal ini merupakan tuntutan dasi 1DS
bahwa IDS mempunyai rahasia dagang, anta {ain mengenai identitas dari para
pelanggan, alamat dan data keuangan. Hukum Minnesots dan llinsis
membenarkan adanya rahasia dagang terhadap file-file yang berhubunpgan
dengan para pelanggan.

. NODDINGS INVESTMENT GROUP, In. vs KELLY, 1964

Kelly adalah bekas karyawan dari Noddings dengan jabatan sslako Direktur
Pengeloie dan Wakil Presiden Dirckiur. Kelly meninggalkan pekerjaan pada
tabun 1994 dan mulai berusaba sendiri dengen bidang usaha yang sama
dengan bekas majikannya, Bekas majikannya telah menuduh Kelly telah
memaikai rahesia dagang tanpa persetujuannya. Rahasi Dapgang Noddings
mencakup steategd investasi yang disebut Noddings Seasonality Trading Rules
(NSTR).

Menjadi permasalahan adalzh spakah bekas mesjikannya tekah mengambil
fangkah-fangkah vang benar untuk méencegah terjadinya pembocoran rahasia
dagang ?

Pengadilan berpendapat behwa mengenai langkah-langkah vang benar untuk
pencegshan pembocoran adelnh berdasarkan kasus demi kasus. Walanpun
dalam hal ini bekas majikannya tidak membuat perjanjian kerahasiaan, hal ini
tidak akan mengakibatkan masalah fatal, Katena berdasarkan hukum Illinois,
bekas karyawan memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi-informasi
yang didapat dari perusahaan, Pengadilan berpendapat dengan pengungkapan
suatu rahasia dagang hanya kepeda 4 atau 5 orang yang berkedudukan tinggi
telah membuktikan behwa langkah-langkeh yang benar telah diambil untuk
mencegal terjadinya kebocoran,
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2.3. PRINSIP DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.3.1 Prinsip Dasar Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah'® setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah'®’ setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Jasa adalah'® setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat tiga teori besar (grand
theory) tanggung jawab yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian
konsumen kepada produsen, yaitu'™ :

a) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (negligence)
Adalah suatu prinsip tangpgung jawab sebagai dasar gugatan konsumen
kepada produsen dengan syarat pokok adalah adanya unsur kesalahan pada

110 K esalahan dari pihak produsen inin terjadi karena terdapat

pihak produsen
kelalaian atau sikap kurang hati-hati dari produsen yang tidak sesuai dengan
suatu standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang demi perlin
dungan masyarakat terhadap unreasonable risk’’’.

Negligence dapat dijadikan dasar gugatan jika memenuhi syarat sebagai

'% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 1 butir (2).
"% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. | butir (3).
'® Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 1 butir (5).
1% Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab
Mutiak, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas hokum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 10.
1 tpid, him. 34,
" Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2008), him. 147.
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berikut '

e Suatu tingkah lako yang menimbulkan kerugian, Hdak sesusi dengan
sikap hati-hati yang normal.

s Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hatinya
terhadap penggugat,

¢ Kelakuan ftu merupakan penyebab vang nyata (proximale cause) dari
kerugian vang timnbul.

Teori ini dinilai tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi

konsumen karena terdapat dua unsur ufama dari tanggung jewab produsen

vang harus dibukfikan terlebih dabuln, yaitu adanya upsur kesalghan dan

hubungan kontrak (privity of contract) antara produsen dan kensumen.

Tanggung jawab berdssarkan ingkar janji atan wanprestasi {drecch of

WHTUNY}

Adalah suate prinsip tanggung jawab scbagai dssar gugatan konsumen

kepada produsen karena produsen dinilai telah melakukan ingkar janji yang

berkaitan dengan produk yang dijualunya’ .

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung

jawab berdasarkan kontrak (comtractual liability). Wanprestasi dari produsen

sendiri adalah berkaitan dengan janji dari produsen (breach of warreny),

dimana yang dimaksud dengan warranty adalah’™ :

“a warranty is a statement of fact with respect to the guality or character of

goods sold, made by the seller 10 include the sale and relied by the buyer.”

Berdasarkan teori ini ini penerapan kewajiban produsen adalah bersifat

nwatlak {stricf obligation), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada

upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Hal ini berari

apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap

mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk

mengganti kerugian.

Berdasarkan cara pengungkapan janjinya, teori ini kemudian dibagi lagi

Y2 rhid, Bim. 147,
13 mosentius Samsul, op. off. him, 34,
"4 rhid him. 71 dikutip dari Uniform Commercial Code (UCCH 8.2-312
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menjadi 2 teori, yaita ;

» Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji yang tegas-tegas dinyatakan

(breach of express warranty) adalah'™ prinsip tanggung jawab
sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen
dinilai mengingkari jenji vang secara tegas-tegas dinyatakan oleh
pradusers.
Berdasarkan teori ini pernyataan produsen tidak saja dalam bentuk
kata-kata vang formal dan teriulis, tefapi jugs pernyataan-pernyataan
vang diungkapkan oleh penjual teniang produk ketika menawarkan
produk kepada konsumen dan juga ketika produk yang ditawarkan
ditampilkan dalam kemasan yang bagus dan konsumen mengalami
cidera atan kerugian karena konsumen percaya kepada jaminan yang
diberikan produsen, maka penjual tetap harus bertanggung jawab
walaupin tidak ada kerasakan pada produk tersebut.

»  Tanggung jawab berdesarkan ingker janji yaog tidak secara tegas
dinyatakan (breach of implied warranty) adalah™® prinsip tanggung
jawab scbagai dssar gugatan konsumen kepada produsen karena
produsen dinilai mengingkari janji yang tidak secara tepas-tegas
dinyaiakan oleh produsen.

¢) Tanggung jawab mutlak (sirict product liability)
Adalah prinsip tangpung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan
atau kelalaian tetapi didasarkan pada factor cacatnya produk''’,
Teori ini menyatakan'*® produsen tetap bertanggung jawab walaupun telah
melakukan segala upaya dalam persiapan, pembuatan dan penjualan produk
yang mengakibatkan cidera atau kerugiap bagi konsumen,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menganut beberapa prinsip tanggung jawab, yaim'?” :
s Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalab/lalai atau produsen

U5 rhid, Bl 34,
H rid
Y7 thid, Bim. 34,
Y8 i, nim 108,
V¥ thid, Him. 146,
UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH Ul, 2009



46

sudah dianggap bersalah schingga tidak perlu dibuktikan lagi kesalahannya
{presumption of negligence)

¢ Prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik
{presumption of Habilily principle)

# Pada Pasal 13 dan 14 mengatur pengskuan tethadap breach of express
warranty'??

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen tidak mengatur mengenai breach of implied warranty, nanum jika kita
mengacu pada dalam Pasal 1339 KUH Perdata diatur dengan mengenai breach of
implied warranty’*! menyebutkan bahwa :

“nerjaniian tidak hanye menyangkut hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam
konirak, tetapi juga yang tidak dinyatakan dengan tegas.”

2.3.2 Perdindungan Xonsumen Dalam Dunia Perbankan Indonesia

Dalam Arsitektur Perbankan Imdonesia terdapat wvisi yaitu sistern
perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistermn
keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,
Dalam menunjang pencapaian vist terscbut terdapat enam pilar Arsitekfur
Perbankan Indonesia, enam pilar tersebut adalah:

a. Struktor perbankan yang sehat

b. Sistem pengaturan yang cfektif

¢ Sistem pengawasan yang independen dan efektif

d. Industri perbankan yang kuat

e. Infrastruktur pendukung yang mencukupi

f. Perlindungan konsamen.

Pilar keenam vaitu perlindungan konsumen delam perbankan inilah yang
melandasi munculnya PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi
Produk Bank dan Penggnnaan Data Pribadi Nasabzh sebagat bentuk salah satu

¥ mhid, Rim. 157.
) hid, him. 158.
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upaya untuk meningkatkan Good Governance pada industri perbankan dan
memberdayakan nasabah untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai
manfaat dan resiko yang melekat pada peoduk bank, serta diperlukan untuk
meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam
berhubungan dengan bank. Nasabah dalam hal ini adalah konsumen layanan
barang dan jasa perbankan dimana hak-haknya harus dilindungi dan diatur juga
dalam pasal 4 huruf ¢ dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yaitu:
” hak konsumen antara lain adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya”

Jadi yang melandasi terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah adalah perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai
konsumen jasa layanan perbankan terutama hak untuk mendapatkan informasi
yang benar dan jelas mengenai karakteristik produk bank yang akan digunakan
oleh nasabah khususnya mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk
bank tersebut, sehingga nasabah mengetahui secara jelas dan dapat memilih
produk mana yang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Hal ini
berkaitan dengan Pilar Keenam API dan Pasal 4 huruf ¢ dan h Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh
Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan
Bank'Z,

Transparansi penggunaan data pribadi nasabah yang disampaikan nasabah
kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindunpan terhadap hak-hak
pribadi nasabah dalam berhubungan dengan baik.

122 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No. 7/6/PBI/2005, Ps. 1 butir (6).
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Dengan adanya transparansi penggunaan data pribadi nassbah, hak-hak
nasabah lebih terlindungi, karena data pribadi nasabah yang diserabkan banya
akan digunakan untuk kepentingan intermal bank atau sesuzi dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku, apabils akan discbarluasken kepada pihak lain
diluar badan hukum bank maka haros ada persetujuan dari nasabsh

Berikut disampaikan ketentuan-ketentusn dalam  Peraturan  Bank
Indonesia Nomor 76/PBI2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan
Penggurman Data Pribadi Nasabah vang mengatur mengenai penggunasn data
pribadi nasabah dan sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan, yaim :

Pasal 9'%

1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan
memberikan dan atan menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak
Lain univk tujusn komersial, kecwali ditetapkan lain oleh peraturan
perundang-undangan lain yang berlakn,

Yang dimaksud dengan twuan komersial adalah pengunaan Data Pribadi
Nasabsh oleh Pihsk Lain untuk memperocleh keumtungan. Peraturan
perundang-undangan vang berlaku misalnya di bidang informasi debitur'™,

2} Dalam permintasn persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian
dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain,

Pasal 10’
i) Permintaan perseiujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat
dilakukan oleh Bank sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi yang
berkaitan dengan Produk Bank.

% Indonesla, Peraturan Bank Indonesia temseng Transparansi Informasi Produk Bank daw
Penggunaem Data Pribadi Nasabah, PBL o, 7/5/FB1/2005, Ps. 9.
" Imdonesia, Peraturan Benk Indonssia tentong Transparansi Ieformasi Produk Baonk dan
Penpauma Data Pribadi Nesabah, PBI No. 7/6/FBY2005, Penjelasan Py, 9 ayst (1),
2 tndonesta, Perafuron Benk Indovesia temteng Transparansi jormasi Produk Bank don
Penggunavn Bata Pribadi Nuseboh, PBE No, 7/6/PBY2005, Ps.16.
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2) Persetujuan Nasabah terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir khusus
yang dibuat untuk keperluan tersebut.

Klansule pennpintaan persetujuan bersifat opt-in, yaitu Bank dilarang
melakukan hal-bal yang menjadi imjuan pencaniuman klausula tersebut,
sebelum Nasabah memberikan persetujuan’™.

Pasal 11'%
Dialam hal Bank skan menpgunskan data pribadi seseorang dan atau
sekelompok orang yang diperoleh dari Pihak Lain unfuk tujuan komersial,
Bank wajib memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan
tertulis darl seseorang dan atan sckelompok orang tersebut untuk
menyebarluaskan data pribadinya.

Pasal 12'%#
1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pagal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana divbeh dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis,
2} Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan
dengan komponen penilaian tingkat kesechatan Bank.
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP, tanggal 18 Juli
2005, perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunasn data Pribadi
Nasgbgh diketakan bahws perlindengan terhadap penggunaan duta pribadi
nasabah didasarkan dengan tujuan'

¢ indonesin, Peraturan Bawk Indonesia tentang Transparansi Infarmasi Produk Bewk don
Penggunaon Data Pribadf Raseboty, PRI No. 7/6/PBUZ00S5, Penielasan Ps. 18 ayat {23

27 indonesia, Peraturan Bowk Indonesia tentang Tronsparansi Informasi Produk Bawk don
Penggunaon Data Fribadi Nasabaty, PRI No. T&PRLZ003, Ps. 11,

2 tndonesia, Peraturan Bavk Indenesia teriang Trenmsparansi Infarmasi Produk Bank don
Pangeuncan Data Pribadi Nasabah, PRI No. T/6/PBL2003, Ps. 12,

¥ indonesia, Swra Edaron Bank Indonesia jeriong Transparansi byformasi Produk Bavk dor
Pangeurcen Dota Pribadi Nasabah, SE Bl Ne, 725DNP maggal 18 Juli 2605,
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7. Dalam hal Bank akan mengpunskan data pribadi sesecorang dan atan
sekelompok orang vang diperoleh dari pibak Iain untuk tujuan pemasaran
Produk Bank maka penggunaan data pribadi tersebut harus didukung dengan
pernyataan tertulis dan pihek lain tersebut yang sekurang-kurangnys memuat
pernyataan bahwa seseorang dan atau sekelompok orang yang data pribadinya
diberikan kepada Bank tidak berkeberatan atas penyebaruasan data
pribadinya untuk twjuan komersial. Contoh pernyataan tertulis yang harus
dimiliki Bank terdapat dalam Lampiran 2.

g Direksi Bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui Komisaris
menetapkan prosedur tertuliz transparsnsi penggunasn data pribadi MNasabah
yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pejabat dan atau petugss Bank menijelaskan kepada Nasabah yang akan
memanfaatkan Produk Bank bahwa data pribadi yang discrahkan kepada
Bank:

1) hanya akan digunakan untuk kepentingan internal Baok dan atau
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atan

2) ekan diberikan dan atap discbarluaskan kepada pihak [ain diluar badan
hukum Bank untuk tujnen komersial apabila disetujni secara tertulis
oleh Nasabah,

b, Ilalam hal Bank akan memberikan dan stau menyebariuaskan dala pribadi
Nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank, pejabat dan atau
petugas Bank;

1) mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada Nasabah;
dan
2} memberikan penjelagan kepada Nasabah mepgenal tujusn dan
konsekuensi pemberian dan atan penyebarluasan data pribadi tersebut.
¢. Pejabat dan atau petugas Bank meminta Nasabah memberikan tanda,
tulisan dan atau fanda tangan pada lembar permintaan persctujuan tertulis,
secbagaimana contch yang fercantum pada lampiran 3, sebagal bukt
persetujuan  Nasabah kepada Benk wuntuk memberikan den  atau
menyebarlnaskan data pribadinya kepada pihak lain.
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PELANGGARAN RAHASIA BANK MENGAKIBATKAN
PELANGGARAN TERHADAP RAHASJA DAGANG BANK

- 3.1 Perlindungan Nasabah Bank Berdasarkan Ketentuan Rahasia Bank

Pentingnya kepercaysan masyarakat ferhadap bank telsh mencipiakan
bubungan kepercayaan antars bank dengan nasabahnya menjadi sangat penting.
Hal ini terjadi karena baok mempunyai status yang unik di tengab masyarakat
yaitu sebagai sandaran dari kepercayasn juga menempati posisi khusus sebagal
tempat yang aman. Dengan karakieristik yang demikian maka hubungan antara
bank dengan nasabah tidak lain adalsh hubingan kepercayaan. Adanys hubungan
seperti itu diperiepas lagl dalam prakiek perbankan modem yang melibatkan
stroktur vang lebth kompleks dan sering menyebabkan bank berpersn sebagai
penaschat kevanpan (firamcig! adviser) bagi pama nasabalnya, seshingga
meneiptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (confidentiality) yang pada
gilirannys  menciptakan svatyw fiduciary duty terhadap bank pada saat
berhubungan dengan nasebahnya,.'*! ‘

Atas dasar hubungan seperti itu, maka bank mempunyai kewajiban untuk
mengungkapkan (g duty to disclose) seluruh fakia material kepadd nasabahnya
bilamana bank memiliki p@ngetahuan yang mungkin penting sekali bagi
pasabah 12

- Secara umum perlindungan nasahah bank mencakup beberapa hai’33

2t Adnan Djusnds, “Perlindungan anm Terhadap N&sabah Peztytmpan Bsna Puda Bank
Umum Di Indonesia®, (Tests Magister Universitas Indonesia, Iakarta 2003), him. 23, dikutip
dari Edward L. Symon, Jr, “The Bank Customer Relation : Part I The Judicial Decision™,
Bzmémg Larw Jowrnad, Wim, 327,

B2 1bid,, him. 24 dikutip dari Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 scbagaimana telah
diubah dengan Undeng-Undang WNomor 10 tahun 1998 ps. 29 ayat {4}, kewsjiban seperti itu
dinumasken dengan kalimmt sebagm berikut : *Untuk kepentingan nasebah, benk wajib
menysdiakan informasi mengenai kemungkinan nmbuiaya resiko keruglan se!mbzmgm dengan
transaksi nasabab yang dilakukan melalof bank.”

15 Ananto Wade&: *‘Babaic Baru Pertindungan Nasshah Bank”. {11 Apustus 2005) 2005)
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i. Pengungkapan fitur produk yang ditawarkan Produk tradisional simpanan

bank meskipun tdak rwumit. perlu diungkapkan secars transparan
- perhitungan bunga, biaya dan denda yang diterapkan

2. Péngungkapan -resiko produk: yang ditawarkan. Pada desamya produk
bank tidak bebas resiko sama sekali. Dalam hal produk itu dijamin oleh
pemerintah, bank perlu memberitabukannya ke nasabah. Kalau produk itu
dikenmas dengan hadish, bunga ekstra juga harus jelas penjamisarmya.
-Sebaliknya nasabah juge perlu belajar produk reksadana yang sudah mulai
banyak ditawarkan melalui bank: Produk itu lebih berisiko daripada
produk teadisional bank. _ ~ :

3. -Penjelasan kedudukan bank dalam penjualan produk. Bank bisa bertindak
sebagal agen penjual sajs untuk produk asuranst dan reksadana. Nasabah
perle mengetahni produk yang dibelinya ite punys bank atan punya
perusahaan lain. '

4. Penggunsan date nassbah untuk fujuan komersial. Untuk -membuka
hubungan dengan nasabah, bank menghimpun database npasabals,
Database ini laku dijual arena pemiliknya mempunyai kekayaan financial
vang bisa ditawari.

Rahasia bank sendiri memiliki definisi yaitu'* sepala sesuatu yang

. berhubungan dengen keterangan mengenal nasabah penyimpan dar sumpanannya,

Peranan prinsip rehasia bank merupakan jamivan bagi mesyarakat bahwa
rehasie-rabasia mereka yang telah diketahui oleh bank, tidak sedikitpun
daripadanys akan diketahui oleh pibak-pibak lain, Dengan demikian masyarakat
bukan saja merasa mendapat bantuan dari bank tetapi lebih dari itu masyarakat
akan merasa teleh mwendapatkan perlindungan dalam svatu kegiatan vang
menyangkut hari depan mereka. Hal inf tentu membawa pengaruh timbal balik.

Sebab di pihak masyarakat sebagai penerima jasa yang telah merasa dibantu dan

dilindungi oleh bank, bukan saja mereka akan dengan senang hati membayar

Indenzm, Undang-Undang Pe:*ban&m, U No. 7 tahun 1992 sehugeimens :eixh divbah
éeng&zz{}{?ﬁa Hi 2a!xzm 1998, Ps. 1 butir (28},
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balas jasa bank, tetapi juga akan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap
bank itu sendiri sebagai badan usaha yang mutlak mereka perlukan.

Pelaksanaan prinsip rahasia bank dimaksudkan guna menciptakan iklim
yang baik agar setiap perusahaan bank sebagai organisasi lalu lintas uang dan
modal dapat menjalankan tugas-tugas usahanya secara efekiif, Terciptanya iklim
yang sehat dalam usaha perbankan ini perlu diperkuat dengan jaminan hukum
tentang rahasia hank, sehinga dapat menopang kepercayaan masyarakat terhadap
bank bukan saja dalam emberian jaa-jasa bagi kelancaran transaksi perdagangan
mereka, tetapi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana-dana mereka
pada bank.

Rahasia bank adalah suatu kewajiban fundamental dari setiap bank untuk
merahasiskan segala data-data keuangen dan lain-lain hal tentang nasabahnya
dengan tujusn agar dapat menciptakan landasan moral yang sehat bagi dunia
perbankan, schingga setiap bank sepenubpya dapat melaksanakan tugas-tugas
usahanva dengan sebaile-baiknya, dengan tidak menpurangi hak-hak dan
kewajiban lain darl bank untuk ikut bertanggung jawab atas keselamatan dan
kepentingan Nepara bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.'>

Terdapat dua beptuk umum pengertian kerahasiaan bank yang dilihat dan
penckanannys menunjukkan adanya perbedaan yang kemudian ditkuti oleh
Negara-negara lain di dunia ind, vaitn &

1. Pengertian bank secrecy yang dikenal di Swiss, yang merupakan
kewajiban kerahasiaan oleh bank, wakilnya, keryawannya yang berkaitan
dengan hal-hal professional terhadap nasabshnya, atau pihak ketiga,
tentang apa vang mercka ketahui dalam melaksanakan tugasnya.

Ahli yang bekerja atas nama oforitas pengawasan bank joga terikat

dengan kershasiaan bank, dan juge orang yang terkaif dengan bank.

Pengertian tersebut menekankan bahwa kerahasiaan bank ditujukan untuk

melindungi nasabah dalam hubungannya dengan bank.

% Sonny Ifjing Adjie, “Rahasia Bank Dalam Lembggs Perbankan Indonesia”, (Skeipsi Pergaruan
Tinggl Pembiangunan Nasiopal Veteran, Jakerte 1974}, him. 26,
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Di Swiss, dasar dari berbagai bentuk perlindungan kerahasizan bank
merupskan system hokum tersendiri yang melindungi hubungan antara
bank dengan nasabahnya, Antara bank dan nasabahnya terdapat hubungan
khusos yang bersifat privilege pelanggaran terhadap pembeberan
informasi merupakan tindak oriminal, Kodifikasi kebiasaan perbankan
informal dalam hukum oerbankan swiss menentukan kewajiban khusus
terhadap bank, karvawan bank, dan pengawas bank.

. Pengertian bank secrecy seperti dianut di Amerika Serikat dalam Bank
Secrecy Aot 1970,

Pengertian bank secrecy yang lebih luas tidak hanya menckankan pada
perlindungan rabasia nasabab bank delam bubungannya dengan bank
tetapi menyangkut fnancial record keeping dan reports of currency and
foreign transaction. Inti hukum kerahasiaan bank adalsh non-disclosure
terbadap orang dan informasi tentapg transaksi. Salah sat bentuknya
seperti blocking law, berfungsi untuk melarang disclosure exsternal,
sedanglkan hukum kerahasiaan terutama menyangkut mengenai disclosure

internal'™,

Di Amerka UU Kerabasiaan Bank {(Bank Secrecy Aot} membernikan
kewenangan Secretary of the Traswry untuk menentukan secara hukum
persyaratan pencataian dan pelaporan tertentu bagi bank dan lembaga
keuangan lainnya. Tujuan dart Ul tersebut adalah mensyaratkan
pemelibaraan pencataten dan pembuatan laporan tertentu yang sangat
berguna dalam penyelidikan atay penyidikan di bidang pidana, perpajakan
ataupun bagi lembaga pengawas bank,

Untuk mencegah orang dari pembukaan informasi keuangan dan Negara

{mavpun pengadilan) asing, sebagal reaksi terhadap Megara dengan Hiigasi
perdagangan yang agresif, Negara-negara menggunakan blecking law untuk
melindungi kepentingan domestic daxi campur tapgan hukum ssing dan
pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Blocking law dibentuk untuk melarang

7% R. Setty Saptarita, “Tinjauan Hulkum Terhsdsp Prinsip Mengenal Nasabah Diksitkan Dengan
Rahasia Bank Dalam Upaya Mencegah Prakick Pencucian Uang”, (Tesls Pasca Sarjana
Universites Padjajaran, Bandung, 2006}, him. 85,
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disclosure, penggandaan, inspeksi atay penghilangan dokumen vang berada di
Negara tuan runiah dalam kaitannya dengan perintah dari otoritas asing dan untuk
mengambil keuntungan dari keharusan bertahan dari pemerintah asing. Blocking
law memberikan tingkat perlindungan kerahasiaan keuangan yang lebih besar
daripada hukum kerabasiaan bank. Berdasarkan blocking law, perorangan,
lembaga bisnis dan pemerintah dapat menolak atau membeberkan informasi
keuangan, meskipun diperintabkan oleh pengadilan atau pemerintah. Hukum
kerahasiaan back melindungt bubungan khusus antara bank dengan nasabahnya,
sedangkan blocking law mencegah pembukasn rahasia dokumen transaksi
perbankan ¥’

3.2 Pencrapan Ketentuan Rabasia Bapk di Indonesia

Bank schagai lembaga keuangan vang memilild duty of fiduciary untuk
menjaga Kepercayaan masyarakat atas dana masyarakat yang ditempatkan pada
Bank memiliki kewajiban untok merahasiskan simpanan masyarakat pada bank
dan data pennyimpan dana fersebut, Kewajiban itu melekat sangat erat pada Bank
dan babkan dapat mempengarubi tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank.

Meonurut Musir Fuady %, ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas
rahasia bank, yaitu ;

o Teori Mutlak, dalam teori ini rahasia keuangan dari nasabah bank
tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun, Dewasa
ini hampir tidak ada Iagi negara yang menganut ieori mutlak ini,
bahkan negara-negara yang mengamet perkindungan nasabah yang
terlalu ketat seperti Swiss atau negara-negara Fux Heaven seperti
kepulauan Bahama atan Cayoar Island juga membenarkan membuka
rahasia bank dalam hal-hal kKhususg.

s Teori Relatif, menurut teori ini rabasie bank tetap ditkuti tetapi dalam
hal-hal khusus yakni dalam hal yeng termasuk luar biass prinsip

Y7 1bid, him. 87
2 Munir Fuady, op i, bl 97,
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kerahasipan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk
kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Melihat pengertian dari kedua teori tersebut maka dapat dicermati bahwa
Indonesia telah menganut teori relatif. Hal ini terlihat pula dalam Pasal 41 sampai
dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tshon 1998 yang menyatakan
fentang penerobosan prinsip-prinsip rahasia  bapk  dengan  alasan  untuk
kepentingan perpajakan maupun untuk kepentingan peradilan,

Selain itu dalam putusan Court of dppeal Inggris dalam perkara Tournier
v National Proviciel and Union Bank of England [1924] IKB 461 yang kemudian
menjadi precedent dalam ketentvan rehasia bank dimungkinken tferdapat
pengecualian bagi Bank untuk membuka rahasia bank tersebut, ditegaskan bahwa
persetujuan nasabah meropakan salah satu bentuk pengecualian bagi berlakunya
ketentuan rahasia bank., Menurut putusan perkara Toumnier tersebut, kewajibar
rahasia bank dikeeualikan dalam hal-hal sebagal berilout'*:

s Apabila pengungkapannya disetuiui oleh nasabah, batk berdasarkan
persstujuan yvang dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam
{express or implied consent).

Pengungkapan persetujuan nagabah ini dapat diberikan pada saat
pembukaan rekening atsapun pada saat-saat tertentu yang dapat
dilakukan olsh nasabah secara diam-diam maupun secara legas.

s Apsbila untuk kepentingan bank, pengungkapan terscbut perlu
dilakukan,

Kepentingan bank disini, migalnya pada saat bank membutuhkan data
nasabah tersebut untuk penyusunan laporan keuangan atan pembenian
laporan yang diminta oleh Bank Indonesia.

e Apabila pengungkapannya dikehendaki oleh Undang-Undang,

Di Indonesia berdasarkan undang-undang No, 10 Tshur 1998 telah
memberikan pengecualian dalam 7 {(fujuh) hal terhadap ketentuan
rahasia bank dan bersifat limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang

¥ Sutan Remy Siahdein, op. cit, him 21
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telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Ketujuh

pengecualian iy adaleh:

1) Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian
kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank
Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41).

2y Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah disershkan kepada
Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Plotang
Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan
Urasan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang
Negara atas izin Piropinan Bank Indonesia (Pasal 41A).

3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat
diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin
Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).

4) Dalam perkara perdals antara bank dengan nasabahinys dapat
diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan
Bank Indonesia (Pasal 43).

Sy Dalam rangka tuker-menukar informasi di antara bank kepada
bank lain dapat dibenikan pengecualian tanpa harus memperoleh
izin Pimpinan Bank Indonesia(Pasal 44). Termasok di dalam
pengertian tukar menukar informasi antar bank itu adalah dalam
penggunasn ATM bersama.

8) Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nesabah Penyimpan
secara fertulis dapat diberikan pengecualian tanpa ‘Tharus
memperoleh izin Pimpingn Bank Indonesia (Pasal 44A ayat (1)).

7} Ahl waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah
penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2)).

e Apabila pengungkapannya dilakukan oleh bank di dalam rangka
menjalankan kewsjibannya kepada masyarakat.
Sedangkan segala tindakan pengungkapan rahasia bank selain dari
pengecualian yang telah diungkapkan diatas merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan rahasia Bank.
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3.3 Ketentuan Rahasia Dagang Seeara Umum

Indonesia tetah meratifikasi Piagam Pendirian WTO dengan Ul No. 7 Tabun
1994, schingga Indonesia sebagai Negara anggota WTO diwajibkan untuk segera
membuat undang-undang khusus vang mengacu pada Plagam WTO tersebut,
Salah satu lampiran dalam Plagam WTO adalab mengenal Hak atas Kekayaan
Intelektual yang diatur dalam TRIPS Agreement, schinggs Indonesia diwajibkan
membuat Undang-Undang dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektuel. Salah
satu yang Undang-Undang dalam bidang HaKI yang dibuat adaiah UU No, 30
tahun 2000 teniang Rabssia Dagang yang mengacu pada ketentuan Pasal 39
TRIPS Agreement vang merupakan Annex dari Piagam WTO. Karena itu
terdapat persamaan pada pengertian dan unsur Rahasia Dagang yang berlaku di
Indonesia.

Unsur Rahasia Dagang vang harus dipenuhi menurut Pasal 3 avat 1 UU
Mo, 30 tshun 2000 dan Passl 39 ayat 2 TRIPS Agreement agar Rahasia Dagang
mendapat perlindungan yaitu apabalia informasi tersebut'%;

1. Berifat rahasia ;

Informasi bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketabui
secara terbatas olch pihak tertentu atau tidak diketalui secara umum oleh
masyarakat,

Data pasabah seperti yang telah diungkapkan merupakan bagian dari
rahasia bank yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh intem bank.
Bahkan hanya beberapa karvawan dari bank vang memiliki akses untuk
mengetahui data nasabah fersebun.

2. Mempunyai nilai ekonomi;

Informasi dianggap memiliki nilal ekonomi apabila sifat kerahasisan
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau
wsaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan
secare ekonomi.

Data nasabah jelas memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena dengan

" Indonesta, Undang-Undeng Rehasia Dagang, UU No. 30 tehun 2000, Ps. 3 ayat {1).
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identitas nasabah dan kondisi keuangannya dapat membuat bank dapat
melakukan berbagai macam upaya pendekatan agar naszbah mau
menyimpan uangnya di bank tersebut dan dengan adanya simpanan dari
nasabah, maka bank tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan
meminjamkan kembali uang tersebut kepada debitur bank.

3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-
pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak
dan patut.
Langkah-langkah yang layak dan patut ini ukurannya tidak jelas karena
lebih cenderung bersifat subjektif. Suatu pihak dapat menganggap
langkah yang ditempuh telah layak dan patut, namun pihak lain dapat
menganggap upaya yang telah dilakukan adalah belum layak dan patut.
Namun Undang-Undang No. 10 Tehun 1998 memberikan petunjuk akan
batasan bagaimana ukuran penjagaan kerahasiaan suatu informasi dengan
membatasi memberikan batasan akses kepada rahasia bank dan kewajiban
untuk memegang teguh rahasia bank kepadam 2
e Anggota Dewan Komisaris Bank
e Anggota Direksi Bank
¢ Pegawai Bank
¢ Pihak terafiliasi lainnya dari bank
Seperti yang telah diungkapkan, data nasabah bersifat rahasia dan sangat
dijaga kerahasiaannya sehingga hanya pihak-pihak tertentu dalam intern
bank yang memiliki akses untuk mengetahui data nasabah tersebut.
Karyawan bank dibagian lain yang tidak memiliki korelasi langsung
terhadap data nasabah tersebut tidak diperbolehkan begitu saja untuk
mengetahui data nasabah. Bahkan karyawan tersebut harus menempuh
prosedur yang ketat dan harus mendapat persetujuan untuk mengakses
data nasabah.

" Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana teleh diubah
dengan UU No. 10 tahun 1998, Ps. 47 butir (2).
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Selain it bagl seorang karvawan bank, ketika menandstangani kontrak

sebagal karyawan juga terikat pada klausula kontrak yang mewajibkan

karyawan wmtuk melindungi dan menjaga kershasigan data nasabah,

Ketentuan mengenai rahasia bank berlaku bagi seluwuh karyawan bank

bahkan walaupun karvawan tersebut tidak memiliki akses terhadap

informasi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah ditempuh
upaya yang cukup dan layak untuk menjaga rahasia bank.

Ketiga unsur Rabagia Dagang tersebut diatas mernpskan syarat mutlak
untuk adanya Rahasia Dagang dan bersifat kumulatif. Ketiga unsur Rahasia
Dagang tersebut harus ada dan saling kait mengkaif dan saling berhubungan,
Sehingea jika hanya ada salsh satu atan 2 (dus) unsur dari Rabasia Dagang saja
yang terpenuhi, maka hal terscbut belum menjadikan suam hal menjadi Rahasia
Dagang atau dapat menjadikan svatu Rahasia Dagang miepjadi tidek dapat
dianggap sebagai Rahasia Dagang lagi

Selain ketiga unsur Rahasia Dagang tersebut, uniuk mengetahni apakah
swatu informasi merupakan suaty rahasia dagang atau bukan, maka perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut'¥ :

1. Dalam dermat bagaimana suatu informast telah diketahul secara umum di
luar dari bisnis pemilik rabasia dagang.

Data nasabah melipui baik data pribadi dari nasabah maupun mepgenai

data keuangannya. Data nasabah merupakan suatu vang bersifat rahasia,

karena hanya nasabah tersebut yang mengetahui dengan sebenarnya data
pribadi dan data kenangannya. Bahkan belum tentu juga pasangan atau
keluarga dari nasabah mengetabui data-data dan nasabah tersebut.

Bank tempat nasabah tersebut menyimpan dapa juga tidak dapat

mengetahui kondist kevangan pasabah yang scbenarmnya, karena bank

hanya dapat mengetahui dana dari nasabsh yang ditempatkan di bank
tersebut, tetapi bank tidak dapat mengetahui mengensi dana nasabah vang
ditempatkan di bank lain, Bank pun tentunya tidak akan mendisclose data
nasabah yang dimilikinya karena merupakan hal yapg dilindungi

"2 1man $jehputra Tunggal dan Heri Herjandono, op. ¢it., him. 29.
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berdasarkan ketentuan rahasia bank dan karepa bagi bank, vang menjadi
bagian dari asset bank adalah tidak hanya atas dana nasabah yang disimpan
tetapi juga atas data nasabah yang diketahuinya.

Mengingat akses terhadap informasi data nasabah tersebut sangat terbatas
karena secara utuh hanya dimiliki oleh nasabah tersebut saja dan sebagian
diketahui olek bank dimana nasabah tersebut menyimpan dana, maka
menurat pernilis sudah seharnsnya dats nasabah digolongkan sebagal salah
saty rshasia dagang bagi bank,

. Dalam derajat bagaimana suatu informasi telah diketabui dalam
lingkungan pemilik rehasia dagang sendini.

Akses torhadap data-data nassbah di dalam bank pun sangat terbatas,
hanya kepada petugas-petugas yang diberikan kewenangan dan akses
terhadap data-data nasabah tersebut, sepertt kepada Costumer Service,
Telier, Back Office, Head of Branch dan beberapa bagian terientu saja.
Akses tersehant pun masih diproteksi lagi dengap password dari masing-
masing petugas vang tidak dapat diketahui oleh petugas lainnya. Tidak
seluruh karvawen benk atau divisi dagi suatu bank dapat memiliki skses
terhadap data-data nasabah,

Mengingat akses terhadap data nasabah di internal bank adalab sangat
terbatas, maka sudah sepantasnya data nasabah digolongkan sebagai salah
satu rahasia dagang dart baok.

. Langkah-langkah vang telsh diambil wniuk menjaga kerahasigan dari
nformasi ite sendird.,

Seperti yang telah penulis kemukakan diatas, bahwa pada internal bank
akses terhadap data nasabah sangat dibatasi dan diatur secara ketat, baik
berdasarkan petugas bank yang dapat mengaksesnya maupun dengan
adanya password agar data tersebut dapat diakses.

Selain itu pada saat seorang karyawan bank diterima untuk bekerja di snatu
bank, karyawan tesebut diwajibkan untuk menandatangani Perjanjian
uptuk menjaga kerahasiaan bank.

Langkah-langkah tersebut menurut penulis sudah merupakan langkah yang
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patut dan tepat dalam upaya menjaga kerzhasiaan dari data nasabah,

4. Nilai dari informasi itu sendini bagi pemilik rahesia dagang ataupun
saingannya.
Seperti yvang telah penulis ungkapkan, kepercayaan dari nasabsh adalah
merupakan modal utama bagi baok karena bisnis dan tugas utama dard
bank adalah untuk menjaga keamanan dan kenvamanan nasebah. Oleh
karena itu tentunya setiap bamk akan berlombadomba merebut
kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank
mereka dengan berebagai macam cara apapun. Dilihat dan upaya yang
telah dilakukan oleh bank-bank tersebut, dapat kita ketghui bahwa bagi
bank data nasabah sesuatu yang sangat bernilai.
Jika suatu bank dapat mengetahvoi sedikit saja mengenai date pribadi dan
keuangan dari seseorang, maka bank dapat melakukan hal-hal yang dapat
menjadikan data tersebut menghasilkan income bagi bank. Data nasabah
bagi suatu bank memiliki nilai ckonomis yang tidak ternilai harganya.
Oleh karena sangat pentingnya data nasabah bagi usaha bank, maka tidak
salah jika kiranya data nasabah digolongkan sebapai bagian dari rahasia
dagang bank

5. Biaya-biaya vang telah dikeluarkan untuk mendapatkan informasi itu
sendiri,
Mengingat pentingnya data nasabah tersebut, maka setiap bank tentunya
tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan biaya-biaya fertentu untuk
mendapatkan data nasabah  tersebut, seperti biaya uatuk promosi,
entertainer nasabal, advertising, maupun biaya-biaya lainnya.
Setelah bank teleh mendapatkan data nasabah tersebut, bank akan
mengeluarkan biaya-bijaya tambahan lainnya untuk memperiahankan agar
nasabah tefap berada pada bank fersebut, seperfi biaya yang dikeluarkan
untuk meningkatkan system keamanan maupun system operasional dari
bank agar dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkan kenyamanan
dan pelayanan pada naabah agar nasabah tetap loval pada bank.
Biaya-biaya terscbut bagi bank adalah tidak terhingga dan mutlak
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dikeluarkan oleh bank, Mengingat besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan

oleh bank untuk mendapatkan dan menjaga data nasabah tersebut, maka

tidak salah jika kiranya data nasabzh digolongkan sebagai bagian dari
rahasia dagang bank.

6. Sejauh manakah informasi tersebut telah didapatkan. Apakeh dengan
muxiah atau susah diduplikasikan oleh pihak lain

Untuk mendapatkan data nasabah tersebut, setiap bank skan saling

betlomba dan bersaing dengan bank lain dengan promosi-promosi yang

dilakukan dan produk perbankan yang diciptakan agar dapat membuat
nasabah menempatkan dananya di bank fersebui. Sangat ketat dan
kompetitifnya persaingan bank-bank untuk mendapatkan kepercayaan dard
nasabah membuat bank-bank ferkadang tidek mengindahkan peraturan
mengenal persaingan sehat, yaitu dengan cara saling membajak nasabah
maupun karyawan-karvawan dari bank pesaing yang mempunyal akses
kepada data nasabah.

Mengingat sangat sulit dan ketatnya persaingan antar bank unfuk
mendapatkan data nasabah, maka fepat jike kiranya data nasabah
digolongkan sebagai bagian dari rahasia dagang bank.

Berdasarkan toori privacy yang dikemukakan oleh Thomas Cooley pada
tahun 1880 vang menvatakan Privacy sebagai the right to be let alone dapat kita
bahwa sctiap orang memiliki hak ager sesuatu hal menjadi hal yang hanya
diketahui oleh orang tersebut, Terdapat teor lain yang mendukung teori privacy
tersebut  yaitn teori kenyataan yuridis yang dikemukakan (Juridische
realiteitsleer) yang dikemukakan oleh EM Meijers dan Paul Scholten'® yang
menyatakan bahwa hendaknya dipersamakan badan hukum dengan manusia itn
terbatas sampai pada bidang hukumn saja, sehingga hak dan kewajiban hukum
yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh badan hulum.

Berdasarkan kedua teord tersebut, badan hukum memiliki hak yang sama
seperti hak privacy pada nafural person lainnya agar sesuatu hal yang menjadi
inferest darl badan hukum tersebui hanya dapat diketahui oleh badan hukm itu

W Chidir Ali, on.cit., blm 35,
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saja, Dalam kaitannya dengan data nasabah yang merupakan rahasia dagang
bank, maka bank sebagat badan hukum memiliki hek agar data nasabah tersebut
ietap menjadi privacy bank yang hanya dapat diketahui oleh ban itu saja

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Data Nassbab termasuk
dalam ruang Hogkop Rahasia Dagang yang harus dilindungi. Hal ind sesuss
dengan Lingkup perlindungan rahasia (iag:mg]‘"4 yang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang tekrologi
dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarnkat
wmum.

Rahasia Dagang perlu dijaga kerahasiasnnya karena ©

» Secara moral memberikan semacam penghargaan kepada pibak yang

menemukan atau mengkreasikan suatu informasi.

Usaha dari pemilik rahasia dagang untuk menemukan dan menciptakan

rahasia dagang tersebut perlu diberikan penghargaan beropa periindungan

atas rahasia dagang vang diciptakan atau ditemukanmya. Apabila rahasia

dagang tersebut tidak diberikan perlindungan hukum, maka dapat

membuat seseorang malas uvntwk berinovasi  menciptakan atau

menemukan suatu rahasia dagang.

+ Secara maten informasi tersebui dapat memberikan insentif atau nilai

ekonomis bagl yang menemukan.

Rahasia dagang seperti kits ketahui mempunyai nilai ckonomis bagi

permilik rahasia dagang, kerena dengan rahasia dageng tersebut dapat

membuat pemilik rahasia dagang meniual atan menciptakan suaty barang

atau jasa yang berbeda dengan orang lain, sehingga pemilik rahasia

dagang tersebut memiliki keunggulan komparatif dibandingkan depgan

pesaingnya. Selain itu pemilik rahasia dagang juga dapat memperoleh

keuntungan dengan mengalibkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada

orang lain.

¥ Indonesia, Undang-Undang Rehasia Dageng, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 2.
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Dengan adanya invensi dari setiap orang untuk menciptakan atau
menemukan rahasia dagang, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan
menciptakan lapangan pekerjaan suatu bangsa.
Mengenai perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terdapat dua teori yang
mengaturnya yaitu'*’ :
» Teori Kepentingan
Landasan teori ini adalah penghargaan kepada penemu rahasia dagang
yang intinya adalah bahwa rahasia dagang sebagai hak kebendaan memiliki
sifat eksklusif yang dilindungi oleh Negara, dimana sifat ekslusif pada rahasia
dageng lebih tinggi disbanding sifat eksklusif pada bidang HaK1 lainnya.
Menurut teori ini perlindungan rahasia dagang adalah sebagai bagian dari
penghargaan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerih payahnya berupa
kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk
meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan
kepentingan umum yang lebih luas serta terhindar dari kemungkinan
pencurian pihak lain.
o Teori Perikatan
Menurut teori ini rahasia dagang adalah objek dari perikatan di mana
perikatan itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, baik
yang lahir karena petjanjian maupun karena undang-undang. Dasar hak dan
kewajiban dari perikatan merupakan hal yang lebih luas dibandingkan teori
dasar perlindungan rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan
hukum. Seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untuk
memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa
pemenuhan ketentuan perundang-undangan, baik yang terjadi karena
perbuatan manusia (menurut hukum dan melawan hukum) maupun semata-
mata karena undang-undang. Prinsip perikatan ini dapat dijadikan dasar
kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara orang tersebut
dengan pemilik rahasia dagang tidak terlibat perjanjian atau perbuatan
melawan hukum.

145 Muhamad Djumhana, op. cit., hlm 131.
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Untuk menlaga Rahasia Dagang dari majikan, biaganya majikan
membuat suatu perianjian kershasiaan kepegawaian dengan karvawaunnya
untuk menjaga kerahasiaanmya. Soatu perjanjian kerahasisan kepegawaign
adalah suate perjanjian antara 2 (dua) pihak, yaitn pihak yang satu (pegawai)
menyatakan bahwa ia tidak aken menyebarkan informasi perusahasn vang
dirshasiakan kepada pihak ketign, sedangkan pihek lsionya (majikan)
menyatakan akan menerima persyaratan darl perjeniian. Schingga, apabila
pegawal tersebut masih terikat dalam kontrak kerja denpan majikeannya, maka
tidak dibeparkan untuk menyebarkan informasi yang dirahasiakan kepada
pihak lain,

Apabila pegawal itu telah berhenti bekerja, ia hanys diperkenankan
untuk menyebarkan informasi perusahaan sepanjang informasi tersebut bukan
informasi yang bersifat rahasia.

Perlindungan Rahasia Dagang tidekiah bersifat mutlak karena terdapat
juga dokirin yang mengecualikan perlindungan terhadap rahasia dagang, yaitu
dokirin terungkapnys suatu rahasia dagang dimana menurut doktrin ini terdapat
cara pengungkapan rahasia dagang vang sah dan tindakan terscbut dapat
dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan benar dan tidak melawan
hukum, Cara pengungkapan rabasia dagang yang sah adalah melalui'®® :

» Proses bongkar pasang

Perusahaan pesaing melalul proses ini memiliki kesempatan untuk mencan
dan mempelajari suato rahasis dagang sesuai hukum melalut proses bongkar
pasang uniuk mengetahui rahasianya.

Penulis berpendapat dalam pengungkapan rahasia dagang dari bank yaug
berupa produk atau business plan dari bank, sangst mungkin diiakukan
melalui cara ini dan cara ini sangat ymum dilakukan oleh suatu bank dengan
melakukan bench marking atas bank pesaingnya. Cara ini dilakukan agar dapat
mengetahui keunggulan dan kelemahan dari produk atan business plan yang
dimiliki oleh bank pesaing, agar bank tersebut dapat menciptakan produk atan
business plan yang javh lebih baik.

M8 1bid, him. 135,
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Namun terbadap rshasia dagang bank yang berupa data pasabab, penulis
beranggapan metode ini tidak dapat dilakukan, karena data mengenai nasabah
Juga ditindungi oleh ketentusn rahasia bank sehingga tidak mungkin bagi suaty
bank untuk melakukan pendekatan baik secara langsung maupun fidak
langsung kepads bank pesaing stau melskoken upaya terfentu agar dapat
membongkar data nasabah yang dimiliki oleh bank pesaing. Selain itu jugs
sangat tdak mungkin bagi bank untuk mengungkapkan data nassbah yang
dimilikinys.
Satu-satunys cara vang dimungkinkan dan sah adalah jika snatu bank dapat
mengenal calon nasabah melalui pendekatan secams langsung maupun secars
tidak langsung dengan melalai referensi dari nasabah bank it sendiri, yang
secara tak disengaja ternyata calon nasabah tersebut ternyata merupakan
nasabah di bank pesaing. Dengan cara tersebut, suatu bank dapat mermiliki
data-data pasabah jika calon nasabah tersebut setju untuk menjadi nasabab di
bank itu,
Namun tetap saja pada saat nasabah membuka rekening di suatu bank, bank
tidak boleh dalam Aplikasi Pembukaan Rekening menanyakan apakah nasabah
tersebut memiliki rekening di bank lain dsn berapa nomor rekening dan
nominal rekeningnya, kecuali nasabah atas keinginannya  sendird
memberitahukan kepada bank bahwa dia memiliki rekening di bank lain.
» Pengecualian demi kepentingan urmuam

Pengecualian  terhadap kepentingan umum  ini diberikan  terhadap
pengungkapan rohasia dagang yang didasarkan untul kepentingan pertabanan
keamanan, keschatan, dan keselamatan masyarakat disamping beriaku juga
unfuk tindakan rekayasa ulang sias produk yang dihasilkan dari penggunaan
tahasia degang millk orang lain yang dilakukan semata-mats untuk
kepentingan pengembanpan lebih lanjut produk tersebut.
Perbuatan vang dimaksud dalam pasal 13 UU No 30 tentang Rahasia Dagang,
tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila'’ :

» Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atan penggunaan Rahasia

¥ \ndonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU Ne. 30 tahun 2000, Ps. 15.
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Dagang tersebut <idasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan,
kesehatan, atau keselamatan masyarakat ;
» Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untok
kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan
Pada pengungkapan rahasia dagang bank demi kepentingan wmum ird adalah
hampir sama pengaturannya dengan pengungkapan rahasia bank demi
kepentingan umum seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomer 10
Tahun 1998.
Sglain itu terdapat keadesn lain dimana kepentingan wmum dapat
memperbolehkan pengungkapan informasi rahasia yaitu'™ ;
» Informasi yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan Negara
» Informpasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan
pidana
» Informasi yang mepunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar
undang-undang.

34 Pelanggarsn Rabasia Bask Mengakibatkan Pelanggaran Rahasia
Dagang

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila sesecrang dengan sengaja
mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atay mengingkari
kewajiban termlis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang
bersangkutan'®. Seseorang dianggap melanggar Rabasia Dagang pihak lain
apabila ia memperoleh atau menpunssi Rahasia Dagang tersebut dengan cara
vang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakn'™.

Dalam hal pelanggaran rahasis dagang vang dilakukan oleh seorang
pegawal, prakiek pengadilan di Negars Jain menggolongkan informasi ke dalam

tiga kategori, yaim® ;

"5 vom Lindsey, et.al, op. cit., him 246,
" indonssie, Undang-Undang Rohasie Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps.13,
" indonesia, Undang-Undang Rohasia Dagang, UU Ne. 30 tahun 2000, Ps, 14,
! 7om Lindsey, et.al, op. cit,, him 252,
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» Informasi vang mudah diperoleh masyarakat umum, bersifat sepele atau
tidak penting. Informasi seperti ind jelas tidak bersifat rahasia.

s Informasi vang diketahul pegawai scbagai bagian dari pekenjaannys, yang
kemudian tetap diingat oleh pegawai Informasi seperfi ini adalah
sebagian dari pengalaman, keterampilan dan pengetahan pegawal.

Dalam hal informasi ini, pegawal yang bersangkutan ferikat kewaiiban

selama bekerja untuk menjaga kerabasiaan informasi tersebut vang dapat

merugikan majikannya. Kewsjiban yang dimiliki oleh pegawai dengan
majikannya ini sering dischut sebagal fiduciary duty antara pegawai
dengan majikan.

Setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi, biasanya mantan majikannya

akan membuat perjanjian berupa pemsbatasan bagi mantan karyawannya

untuk membuks atsu menjalin ussha serupa dalam jarsk atau jangka
waktu terientu. Namun pembatasan ini tidak boleh bersifat membatasi bak
mantan karyawan atau pengadilan tidak akan melaksanakannya.

= Informasi berups rahasia dagang yang terdinl dari informasi yang bersifat
sangat rzhasia seperti proses pembuatan, formula kimia, metode khusus
pemasaran atau daftar pelangean.

Mengenai informaesi ini, pegawai selain terikat fiduclary dufy untuk

menjaga Kerahasinan selama bekerja, ia juga terikat untuk tetap menjaga

kerahasiaan bahkan setelah masa pekerjaan berakhir,

Pada beberapa contoh kasus di Amerika mengenai perkara pelanggaran
Rahasia Dagang, kita dapat mengambil beberapa prinsip penting dalam rahasia
dagang yaitu'® :

1. VERMONT MICROSYSTEM Inc, (Pengsugat) vs AUTODESK
{Tergugat) dan OTTO G BERKES.

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa formula, langhksh-langkah

strategic dari perusahagn atau aturan-aturan intemal perusshean yang

dapat menunjang business pfan perosahaan merupakan salah satu bagian
dari Rahasia Dagang.

*? Iman Sjahputra Tunggal den Heri Herjandono, op. cit, lim. 48,
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2. IDS FINANCIAL SERVICES Inc., vs SMITHSON, 834 F. Supp 415

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa identitas dari para pelanggan,

alamat, data kevangan dan file-file vang berhmbungan deagan para

pelanggan adalah merupakan rahasia dagnag. Schingga dapat disimpulkan
bahwa data nasabab bank adalah merupakan rahasia dagang dari bank,
3. NODDINGS INVESTMENT GROUP, Inc. vs KELLY, 1964

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa walaupun antara majiken dan
mantan karyawan tidak terikat employment agreement untuk menjaga
kerahasiaan, namun mantan karyawan tetap memiliki kewajiban untuk
merahasiakan informasi-informasi yang didapat dari perusahaan dan juga
bahwa pengungkapan suatu rahasia dagang hanya kepada 4 atau 5 orang
vang berkedudukan tingpi telah membuktikan bshwa langkah-langkah
yang benar telah dismbil nntuk menjaga rahasia dagang.

Penulis berpendapat pada kasus pelanggaran rahasia bank olch mantan
karvawan bank maupun oleh pihak ferafilissi adalah merupakan suatu perbuatan
melawan hukum. Pendapat penulis ini didasari pada perkembangan pengertian
fentang perbuatan melawan hukum {onrechf-maftigedaad), seperti dalam Kasus
Lindenbaum vs. Cohen, yang mensyaratkan uvmtuk terpenuhi salah sate atau
beberapa kriteria dari perbuatan melawao hukum ita, yakni'™ :

(a} Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum dari karyawan dan pihak terafiliasi berdasarkan Undang-
Undang adalak turat menjaga kerahasiaan informasi dari bank, Kewajiban itu
pun tidak hanya timbul berdasarkan Undang-Undang saja, namun juga
berdasarkan employment agreement antara bank dengan karyawannya
maupun perjaniisn kerjasams antara bank dengan pihak terafiliasi yang pada
salah saty klausulanya terdapat kewajiban untuk menjags informasi rahasia
masing-masing pihak yang diketahui selama pegeniian tersebut berlangsung.

Seperti diketahu bahwa tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan
kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian'®, Jika memang Bank

W% getiawan, op. o, him. 24,
™ 1bid., him. 14,
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merasa dirugikan depgan pelanggarsn rahasia dagang tersebut, maka bank

dapat saja menuntu ganti kerugian, namun harus dicermati hal-hal berikut:

» kepentingan penggugat benar-benar terkena/ terancam oleh pelanggaran
{(PMH)} tersebut.

Dengan adanya pelanggaran rahasia dagang dari bank tersebut, jelss
kiranya bahwa bank sangat dirugikan baik secara moral yaitu kepercayaan
dari nasabah dan secara ekonomi.

Seperti  diketshui  bank memiliki  fiduciary duty untuk menjags
kerahasiaan data nssabsh dan data pasabah tersebut merupakan rahasia
dagang dari bank. Jika data nasabab tersebut yang seharusnya dijags
kerahasisannys oleh bank menjadi terungkap dengan adanya pelanggaran
rahasia bank fersebut akan dapat membuat bank tersebut kehilangan
kepercaysannya dari nasabsh atan masyarzkat. Dengan hilangnya
kepercayaan dari nasabah atau masyarakat terhadap bank fersebut, maka
akan dapat membuat nasabzh enggan menempatkan dananya di bank Hu.
Hal tersebut menjadi suats kerugian secara ekonomi untuk bank karena
dengan dana yang ditempatkan nasabah pada bank, dapat membuat bank
memiliki modal untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan
memperoleh keuntungan stasnya. Selain itu depgan nasabsh dar bank
secara bisnis pastinya memiliki networding yang dimana nefwork darl
nasabah tersebut dapat mendatangkan calon nasabah atau calon debitur
baru bagi bank.

» kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah/peraturan
perundang-undangan yang dilanggar itu (schutznorm theorie)'>*,
Kepentingan bank baik atas rahasia dagangnya maupun atas rahasia bank
telah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30
tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tabun 1998,

s kepentingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang dimaksud
untuk dilindungi oleh keternttuan Pasal 1365 KUHPAL. tersebui;

% 1bid., him 15.
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e pelanggaran kaidah tersebut berientangan dengan kepatutan terhadap
penggugat dengan juga memperhatikan sikap dan kelakuan si penggugat
ifu sendiri;

e tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut hukam, '

(b} Melanggar hak subjektif orang lain.

Data nasabah scbagai rahasia dagang dari bank merupakan hak milik pribadi

dari bapk, sehingga jika ada seorang vang melangpar rahasia dagang dari

bank maka dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukon,

{c) Melanggar kaidah kesusilaan

(d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian, "’

Berdasarkan uraian diatas dan bunyi dari pasal 1365 KIUUH Perdata maka

perbuatan pelanggaran rahasie dagang dari bank adalah merupakan perbuatan

melawan hukum berups perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis yang

dilakukan dalam bentuk menggunakan dengan data nasabah secara illegal vang

merupakan rahasia dagang dari bank’”®. Bank vang dirugikan dapat mengajukan

suatu tuntutas ganti rugl berupa ganti rugi nominal {womingl domages) gkibat

perbuatan melawan bukum {omrechtmatigedaad) vang dilakukan oleh mantan

karvawan bank dan pibak afiliasi, karena telah memenuhi unsur-unsur schagai

berikut'**:

(1) adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan karyewan
bank dan.atau pihak terafiliasi

(2) ada kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran rahasia dagang tersebut
berupa hilangnya keuntungan dari bank maupun hilangnya kepercayaan dari
masyarakat

{3) adanya hubungan kausalitas (schaby akibat) antara perbuatan melawan hokum
berupa pelanggaran rabasia dagang bank dengan kerugian vang dialami oleh
bank.

8 rhid., hlm 16,
57 4 A Mukhsio Asyrof, op. cir,, bim, 14,
% Munir Fuedy, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung | PT Citra Aditya Bake, 2005), him. 64,
1 H.A Mukhsin Asyrof, op. cit,, him. 18
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{(4) terdapat kesalahan dari mantan karyawan bank danfatau pthak terafiliasi yang
seharusnya juga turut menjaga rabasia bank.

{5) Berdasarkan Schuizporm Theorie terdapat kepentingan Bank yang dilindungi
atas rchasia dapangn dan atas rabasia baok berdasarkan Undang-lndang
Rahasia Dagang Nomor 30 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomer 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998,

Alasan digunakannya prinsip ganti rugi nominal (nominal damages) oleh

Bank adalah karena akibat dari penggunaan data nasabah secara illegal membuat

bank kehilangan rahasia dagangnya, kehilangan keuntungan secara komersial dan

bank juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat, yang selurubh kerugian
sshenarnya tidak dapat diketahu! secara pasti. Selain itu perbustan pengguoaan
data nasabah secara illegal tersebut dilakukan oleh pelaku dengan kesengajaan
dan kesadaran pemh'®,

Tindakan pelanggaran rahasia bank berupa data nasabzh dapat dilakukan
dengan 2 cara, yaifu :

1} Pelanggaran vang dilakukan oieh mantan karyawan bank
Tidak selamanya seorang karyawan bank selalu bekerja pada bank tersebut,
Ada kalanya karyawan ituw berhenti karepa pensiun, dipecat atau
mengundurkan diri untuk pindsh ke perusahaan lain bak perusahaan
competitor sgjenis maupun tidak sejenis.

Seringkali pada saat mantan karvawan tersebut pindsh (ferutama karyawan di
bagian marketing dan costumer service pindah ke tempat kerja barunya), dia
juga turul membawa dats npasabsh vang dimilikinya dan kemudian
menggunakannya pada perusahaan baru tempatinya bekerja.

Menjadi suatu permasalehan jika mantan karyawan itu pindah ke bank
pesaing, dalam praktek dalam dunia bismis yang wajar pastinya mantan
karyawan tersebut akan menghubungi nasabah yang di dalam data nasabah
tersebut dan mengajeknya untuk memindabkan simparannya danfatau
pinjamannya kepada bank baru tempatnya bekerja.

"¢ Munir Fuady, op. cif, him. 135.
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Seharosnya Bank Indonesia sebagail regulator membuat regulasi yang
melarang penggunaan data pasabah olech mantan karyawan bank guna
melindungi rahasia dagang dari bank, salah satu caranya sesual dengan
pendapat John Huoll adalah dengan membuat perjaniien yang mengatur
hubungan hukum antara mantan karyawen dan manfan majikan, Perjanjian
tersebut haruslah menciptakan posisi yang seimbang antara mantan karvawan
dan mantan majikan tanpa membatasi hak-hak ekonomi dari masing-masing
pihak. Agar perianiisn tersebut dapat diterapkan secara efektif untuk
melindungl mantan majikan haruslah terdapat pembatasan-pembatasan
sebagai berikut
o Jangka wakiu perianjian tersebut harus tidak melebihi dari yang
diperlukan untuk melindungi rehasia dari pembert kerja'®',
Dalam perjanjian tersebut dapat dicantumkan klausula yang melarang
mantan karyawan bekerja di perusahaan pesaing dalam jangka waktu
terfenty dengan tujnan agar mantan karyawan tidak dapat langsung
menggunakan informasi yang masih segar didapatnya.
Mantan karvawan tentunya memiliki skill dan pengalaman vang dapat
dignnakan wnituk memperoleh pekerjean baru. Namun belum tentu skill
dan pengalaman yang teleh didapatnya dapst diterapkan pada bidang
usaha yang berbeda, sshingga tenfunya hal ini akan menyulitkan mantan
karvawan untuk memperoleh pekerjaan baru. Hendaknys iangka wakiu
perianjian vapg dimsksud juga tidek berlangsung selamanya atau
berlangsung terlalu fama, karena hal ini dapat membatasi hak ekonomi
mantan karyawan untok memperofeh pekeraan sesual dengao skill dan
pengalaman vang dimilikinya.
o Bates perlindungan dari perjanjian dapat diperluas sejauh perianjian
tersebut mepawarkan perlindungan yang cukup schubungan dengan
aktivitas bisnis pemberi kerja'%.

::; John Hull, op. cir., hlm, 257,
1hid, Hm. 259,
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Perjanjian terscbut dapet diperluas jangkauan berlskunya pegjanjian itu
jika mantan majikan merasa perluasan itu dapat memberikan
perlindungan yang memadai bagi kelangsungan bisnisnya.

o Wilayah berlakunya perjanjian tersebut harus tidak melebihi dari yang
diperlukan untuk melindungi rahasia pemberi kerja'™.

Apabila sescorang yang bekerja di Papua kemudian dilarang untuk pindah
bekeria pada perusshaan sejenis namun terletak di Sumatera dengen
alasan mantan majikannys takut uotuk rshasia dagangnva digunskan,
penulis berpendapet scbenarnya hal ftu masuk skal nemun sangat
berlebihan, Karena belum tentu rahasia dagang vang diketahui oleh
mantan karyawan erscbut bisa diterapkan di Sumatera dengan kondisi
vang berbedsa dengen tempat rabasia dagang it berasal.

Untuk ity harus diketahut terlebih dahuly, sejach mana mantan majikan
akan terkena dampak jika mantan karyawan menggunakan rahasia dagang
yang diketahuinya pada wilayah kerja yang berbeda.

o Beberapa klausula yang bersifat membatasi atau kasus rahasia dagang
hanya dapat dijelaskan dengan menunjukkan scjauh mana karyawan
tersebut terlibat, pengaruh dari posisi yang karyawan tersebut pegang dan
yang melandasinya melakukan tindakan tersebut'®,

Akan sangat tidak adil misalnya jika mantan karyawan yeng tidak
memiliki akses terhadap rahasia dagang dan tidak mengetahvi mengenai
rahasia dagang peruszhaan seperti office boy dalam perianjian dilarang
untuk perusahaan sejenis karena dikhawatirkan dapat membocorkan
rahasia dagang perusahaan,

Sehaiknya dalam perjanjian, klausula vang bersifat membatasi mantan
karvawan discsuaikan dengan scberapa besar dan schemapa dekat skses
manian karyawan dengan rmhasia dagang perusahaan.

Perjaniian antars mantan maitkan dan mantan karyawan dengan tujuan untuk

melindungt rabasia dagang meanten majikan dianggap menguniungkan

2 hid, him. 260,
¢ thid, hlm. 261,
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Tindakan pelanggaran yang telah penulis kemukakan diatas meripakan
penggunaan ateu pengungkapan rahasie bank secara ilegal yang melanggar
ketentuan mengenal rahasia bank yang berlaku. Selain itu perbuatan tersebut juga
merupakan suata tindakan yang melanggar ketentuan mengenai rahasia dagang
yang harus dijaga kershasiaanya vang dapat menyebabkan rahasia dagang dari
bank ini menjadi kehilangan unsur kershasiaannya. Perbuatan ini dapat
menychabkan bank dapat mengalami kerugian secara ekonomis karena
kehilangan nasabah berikut simpanan dan/atau pinjamannya dan juga kehilangan
kepercayaan di mata nasabah.

Dleh karena ity sudah seharusnya pemerintah dan Bank Indonesia sehagai
regulator membuat suate repulasi yang dapat mencegah dan menindak
penggunaan data nassbeh secara illegal yang melawan hukum dan melanggar
ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia dagang oleh mantan karyawan dan
pihak terafiliast yang beritikad buruk,
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BABIV

KEPENTINGAN NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN BANK
YANG DILANGGAR DENGAN TERJADINYA PELANGGARAN
- TERHADAP RAHASIA DAGANG BANK

4.1 Nasasbah Bauk Sebsgai Konsumen yang Harus Dilinduogi .

Tindakan pelanggaran rahasia bank yang telah penulis kemukakan dengan
penggunaan alau pengungkapan rahasia. bank .secara ilegal adalah melanggar
ketentuan mengengi rahasia benk dan rshasia degang vang berlaku, Perbuatan ini
dapat menyebabkan bank dapat mengalami kerugian secara ekonomis karena
kehilangan pasabah berikut simpanan danfatau pinjamannya dan jugs kehilangan

Sebelum dibahas lebih fanjut apakah pelanggaran rahasia dagang bank
dapat . menyebabkan nasabah: sebagai konsumen .menjadi dirogikan, terlebib
dahulu harus- diketahui apakah nasabah dapat dikategorikan sebagai konsumen
yang memiliki-hak wntuk mendapatkan perlindungan.

Konsumen adalah'®® setiap orang pemakai barang dan/aten. jasa yang
- tersedia dalam masyarakat, baik bagi.kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tdak untuk diperdagangkan. -

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen
antara: Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfast akhir dan suatu produk,

-1 sedangkan konsumen antara -adalel konsemen yang menggunakan suaty produk

sebagal bagian dari sustu proses. produksi suatu produk lainnya. Pengertian
konsumen dalam vndang-undang ini adalah konsumen skhir'®’, -

Dart definisi tersebut yang dapat mengajukan ganti kerugian adaleh
konsumen yang merupakian pemakai langsung dar sustu barang atau jasa dan
merupakan konsumen akhir. Bererti keluarga atau orang lain yang bukan pemakal

18 ) donesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 thun 1999, Ps. | angks (2).
7 tndonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Penjelasan Ps. 1

. angha(®). o < -
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langsung dari sustu barang atau jasa jika dikaitkan dengan Pasal 45 adalah tidsk
termasuk konsumen dan fidak dapst mengajukan ganti kerugian. Selain itu
- konsumen perantara juga tidak. dapat menggugat pc}aku ugaha jika dia mengalami
kerugian, - o
Sedangkan untuk nasabah. sendiri terdapat beberapa macam definisi
mengenainya, seperti :
1. Nasabah adalah'® pihak yang menggunakan jasa bank: .-
2. Costumer of the bank is™ g person who has a more permanent link with a
© bank, ke having an avcount with the bank or having an-agreement with
the bank io open an account.- '

3. Nasabah adalah pihak vang menggunakaa Jjasa bank, termasuk mhak yang
tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank uniuk .
melakukan transaksi kewangan (walk-in custamer)'™"..

Ditinjau dari konsepsi nagabab dan konsumen -diatas, dapat kita lihat
bahwa yang: diangpap scbagal kossumen adaleh orang yabhyg menggunakan
‘barang/atau jasa dan merupakan pemakal skhiv (tidak watuk diperdagangkan).
Sedangkan. nasabah seperti kifa ketabui adalah pihak yaog menggunekan jasa
bank dan merupakan pemakai akhir dari jasa bank tersebut. Sehingga jika dilihat
dari konsepsi tersebut dapat . kita ketehui bahwa nasabah -adalah merupakan
“konsumen dari bank yang berhak mendapatkan perlindungan  berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
-~ Menjadi snatu. peanyaan berikutnya adalab pasabab seperti apa yang
- ‘berhak - mendapatkan - perlindungan - berdasarkan  ketentusn Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, karena yang dapat dianggap sebagai konsumen menurut
Pasal } angka 2 UU No. 8 tshun 1999 hanyalah manusia saja, padshal nasabah
dari snatu bank tidak terbatas kepada natural person saja tetapi badanr hukum
juga merupakan nasabah dari suatu bank.
Mengenai hal ini penulis berpendapat berdasarkan teori kenyataan yuridis

¥ tndonesia, Undang-Undang Perbanken, UU No. 7 tshup 1997 sebagsimans telsh diubah
dengan UL No. 10 tahuy 1998, Ps. | butir (16). : :
¥ poh Chis Chasd, op. ei7, him. 26
% tadonesia, Peraturan Bank Iudonesic ieﬁimg ?"rawpm: Informasi Fraduk Bank dan
Pe:nggzmawz Dm:r Pribadi Nasabak, PBE No. T/6/PBH2003, Ps. | batle (33,
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yang dikemukakan (Juridische realiteitsleer) yang dikemukakan oleh E.M
Meijers dan Paul Scholten'’! yang menyatakan bahwa hendaknya dipersamakan
badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.
Sehingga hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki
oleh badan hukum Sehingga berdasarkan teori ini maka penulis berpendapat
bahwa nasabah bank yang merupakan badan hukum juga scharunya dapat
dianggap sebagai konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan hukum
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pembatasan konsepsi konsumen hanya terbatas pada natural person saja
tentunya sangat merugikan kepada konsumen yang merupakan badan hukum
karena tidak dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Padahal seperti kita ketahui bahwa banyak badan hukum yang juga
merupakan konsumen atas suatu baran atau jasa yang diciptakan oleh pelaku
usaha, seperti ada badan hukum yang merupakan nasabah dari bank atau badan
hukum yang merupakan konsumen dari pelaku usaha di bidang advertising dan
sebagainya. Oleh karena itu sudah seharusnya pengertian konsumen dalam Pasal
1 angka 2 UU No. 8 tahun 1999 dilakukan amandemen dengan memperluas
konsepsi konsumen menjadi setiap orang dan badan hukum.

Selain harus diketahui konsepsi nasabah dan konsumen, kita juga harus
mengetahui konsepsi pelaku usaha dan Bank itu sendiri agar dapat diketahui dan
sudut pandang lainnya apakah Bank merupakan pelaku usaha yang memiliki
kewajiban untuk melindungi nasabah sebagai konsumennya dari kerugian yang
dapat dialami atas produk atau jasa yang dibenikan oleh Bank.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi'”Z. Pelaku
usgha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusabaan, korporasi, BUMN,

7 Chidir Ali, op. cit., hm. 33.
17 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 1 angka (3).
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koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain' .

Bank adalah badan usahs yang menghimpun dana dari magyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyahirkannys kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnva dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak'™*,

Berdasarkan konsepsi pelaku wvsshe dan bank seperti vang teleh
disebutkan diatas, dapat kita ketahui bahwa bank adalah merupakan pelaku usaha
yang menyediakan jasa di bidang perckonomian. Sehingga berdasarkan konsepsi
tersebut maka bank memiliki kewajiban seperti yang ielah disebutkan dalam
Urndang-Undang Perlindungan Konsumen untuk tidak menyebabkan nasabahnya
mengalami kenugian atas produk atay jasa perbankan yang ditawarkannya.

4.2 Perlindungan Nasshah sebagai Konsumen Bank

Jika kita telaah lebih dalam konsep Rahasie bank vang memiliki definisi
yaitu!™ segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenal nasabah
penyimpan dan simpanannya, maka akan timbul pertanyaan lebih lanjut apakah
nasabah debitur apakah juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama
dengan nasabgh penyimpan. Karena berdesarkan definisi rahasia bank diatas
bahwa nasabah penyimpan dan simpanannya secara otomatis berdasarkan
konsepsi rehasia bank mendapatkan perlindungan dari Bank sehagai pelaku usaha
sedangkan nasabah debitur tidak secara otomatis termasuk dalam ketentuan
rahasia bank yang haros dilindungi.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Pemturan Bank Indonesia Nomor
2/19/PBL2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atou Izin
Tertulis Membuka Rahasia Bank, vaitu:

' Indonesia, Undang-Undang Perfindungan Korsumen, UU No. 8 tahun 1999, Penjelasan Ps. 1
angka {3).
" Indonesia, Undang-Undang Perbonkan, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan UU Na, 10 tahun 1998, Ps. 1 aogka (2).
% Indouesia, Undang-Undong Perbankan, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan U No. 10 tshan 1998, Ps. | butir (28).
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1. Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

2. Keterangan mengenai Nasabah Selain Nasabah Penyimpan bukan
merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak
terafiliasi.

Dilihat dari ketentuan dari PBI tersebut jelas terlihat bahwa nasabah
debitur tidak dilindungi berdasarkan ketentuan mengenai rahasia bank, namun
berdasarkan hubungan kontraktual yang timbul dari perjanjian antara nasabah
debitur dan Bank, nasabah debitur juga wajib dilindungi. Selain itu perlindungan
yang diberikan oleh bank ini terkait juga dengan kewajiban yang dimiliki oleh
bank yaitu dufy of confidentiality untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang
berkaitan dengan nasabah dan duty of fiduciary untuk menjaga kepercayaan yang
telah diberikan oleh nasabah.

Menjadi suatu pertanyaan menarik yaitu kepapa data masabah debitur
tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan rahasia
bank, padaha! data nasabah penyimpan otomatis mendapatkan perlindungan
berdasarkan ketentuan rahasia bank. Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang
lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi
keuangan dengan Bank'’®, Data nasabah terdiri dari data pribadi nasabah dan data
keuangan nasabah menurut penulis sangat bersifat personal dan didalamnya
terkandung unsur rahasia dagang. Dalam ketentuan rahasia bank memang yang
dilindungi hanya terhadap data nasabah dan simpanan nasabah saja, tidak
termasuk kepada pinjamannya. Akan tetapi dalam konteks rahasia dagang penulis
berpendapat baik data nasabah, simpanan maupun pinjaman juga termasuk dalam
ruang lingkup rahasia dagang karena telah memenuhi 3 unsur dari rahasia dagang
sebagaimana penjelasan berikut :

1. Bersifat rahasia
Data nasabah yang dapat berupa data pribadi maupun data keuangan nasabah

176 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No.7/6/PB1/2005, Ps. 1 butir (6).
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merupakan sesuatu yvang bersifat pribadi dan rehasia, karena jika data nasabah
tersebut dapat diketahui oleh orang lain maka dapat membahayakan nasabah.
Sebagai contoh jike sescorang mengetahui nomor rekening orang lain maka
dapat membuat rekeping tersebut dapat dibobol atau digunskan untuk
penipuan. Atau contoh lain jika seseorang vang memiliki itikad buruk
mengetahui nomor felephone nasabah, maka nasabah tersebut dapat menjadi
korban penipuan, pemerasan atau kejahatan lainnya,
. Mempunyai nifai ekonomi.
Dalam data nasabah, terutama data keuangan nasabah dapat mencerminkan
kondisi kenangan dari nasabah. Terutama bagi nasabah debitur karena dari
laporan keuangamnya yang wajib diserahkan kepada bask pada saat
pengajuan kredit, dapat diketahui berapa dan apa saja asset debitur, Selain itu
dapat diketshui berapa hutapg debitur, siapa sajaksh supplier dan pelanggan
dari debitur, bageimana tren dari bisnis debitur dan lain sebagainya,
Kesemuanya tentunys merupakan hal yang memiliki nilal ekonomi bagi
debitur, karena jika hal ind diketahui oleh pesaing debitur, maka pesaing ite
akan dapat mempercleh keuntungan dari informasi terscbut dan debitur dapat
mengalarm kenigian.
. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
Rahasia dagang scharusnya dijaga Kerahasizannya dengan - tidak
mengungkapkan kepada pihak diluar pemilik rahasia dagang. Jika scorang
nasabah mengungkapkan data pribadi dan data keuangapnya yang bersifat
rehasia kepada bank hal ini tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang
mengakibatkan rahasia daganyg nasabah menjadi hilang,
Nasabah menganggap bank dengan duty of fiduciary yang dimilikinya adalah
pihak vang dapat dipercaya untuk menjaga rahasia dagangnya dan pasti akan
melekukan upaya yeng patut untuk menjags data-datanya, karena data
nasabah bagi bank adalah suatu rahasia dagang Jadi dalam hal ini penulis
beranggapan nassbah telah melakukan upaya schagaimana mestinya untuk
menjaga rahasaia dagang miliknya dengan mempercayakan kepada bank.

Dari uraian trsebut dapat kita ketahvi bahwa data nasabah telah
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memenuhi unswe untuk dapat dianggsp scbagai rahasia dagang. Namun jika

masih terdapat keragoan akan unsur rahasia dagang dari data nasabsh dan untuk

lebih mengetahui apakah guaty data nasabah merupakan suatw rahasiz dagang

atau bukan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut'”’ ;

1. Dalam derajat bagaimana suaty informast telah diketahui secara umum & loar
dari bisnis pemilik rahasia dagang.
Jelas bahwa seorang nesabah tidak skan membiarkan data pribadi dan data
keuangannys menjadi diketabui oleh omng banyak, karena hal tersebut
menyangkut kredibilitas dan keamanan bagi nasabah itu sendiri. Selain itw
dengan diketahuinya informasi fersebut oleh orang lain maka akan dapat
membahayakan kelangsungan bisnis nasabah o sendir.

2. Dalam derajat bagaimans sustu informas: telah diketahui dalam linglungan
pemilik rabasia dagang sendiri.
Seorang nasabah pasti menjaga seerat mungkin data-data miliknya. Seorang
nasabsh perorangan saja hanya sedikit sekali yang mengungkapkan data-data
miliknya yang disimpan di bank kepada pasanpannya. Nasabah yang
merupakan badan usaha maupun badan hukum juga tidak akan mengizinkan
kepada seluruh karyawannya untuk mengetahuj rekening perusahaan di bank,
hanya beberapa orang saja dari bagian tertentu yang mengetahul data
perusahaan yang berada di bank.

3. Langkah-langkah vang telah diambil untulc menjapa kerahasigan dard
informasi itu sendiri.
Nasabah pastinya menjaga sckali kershasian dari data-data miliknya dan
dengan mengungkapkan data-data kepada bank yang dapat dipercaya akan
menjaga kerahasinan data-datanya telsh menunjukkan bahwa nasabah telah
mengambil fangkah-Jangkah yang tepat benar untuk menjaga kerahasiaan dari
informasi lersebut.

4. Nilai dari informasi ita sendiri bagi pemilik rshasia dagang ataupun
saingannya.
Seperti vang telah penulis ungkapkan, dari dafa pribadi maupun data

77 man Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandone, op. cif, him. 29.
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keuangan nasabah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi nasabah.
Karena dad data-data tersebut dapat diketzhui dan menggambarkan
hagaimana bisnis, keuangan dan kredibilitas dari nasabah itu.

5. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan informast itu sendinl.
Seorang nasabah untuk mencapai posisi keuangan yang sesuai dengan data
keuangannya fierkini vyang cdiketahi oleh bank pastinye tentu sudah
melakukan bermacam-macam usaha, upaya dan ketja keras. Tentunya upaya-
upaya tersebut juga tidak sedikit menghasilkan keuntungan maupun kerngian
bagi nasabah, Dari hal tersebut juge dapat dilihat bahwa nasabah pastinya
telah mengeluarkan biaya-biaya yapg tidak sedikit untuk mencapai
keadesnnya saat inl yang disampaikan kepada bank,

6. Sejauh manakah informasi tersebut teleh didapatkan. Apakah dengan mudah

atay susah diduplikasikan olch pihak lain,
Seperti yang ftelah dijclaskan diatas bahwa nssabah tidak hanya telah
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mencapai keadaan seperti yang
diinformasikannya kepada bank, namun pastinya juga telah melakukan
upaya-upaya sedemikian rupa sulitnya untuk mencapai kondisi tersebut.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat berdasarkan ketentuan dari
Undang-Undapng Perlindungan Konsumen dan Rahasia Dagang, baik nasabah
penyimpan maupun nasabah debitur memilikd hak yang sama untuk dilindungi
oleh Bank dan data passbah dapst digolongkan sebagai rshasia dagang bagi
pasabah ifu sendiri manpun bagl bank. Dalam konsspsi amtara nassbah dan
konsumen seperti yang telah dibahas diatas hanya disebutkan bahwa nasabah
berhak untuk mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen adalah karena merupakan pengguna jasa yang
disediakan oleh bank dan merupakan pengguna akhir. Konsepsi terscbut tidak
membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah debitur sehingga dapat
disimpulkan baik nassbah penyimpan maupun nasabsh debitur adalah konsumen
layanan jasa perbankan dimana hak-haknya harus dilindungi.

Kemudian jika dikaitkan dengan hak konsumen dalam pasal 4 Undang-
Undang Nomor 8§ Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka texdapat
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beberapa hak nasabah yang relevan dengan hak konsumen yang diatur dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yvaitu:
# Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau éasam;
Hak ini dimakcudkan untuk menjamin kenyamanan, keamapan dan
keselamatan konsumen dalam pengpunaan barang alau jasa yang
diperolehnyva, schingga konsumen dapat tethindar dard kerugian (fisik
maupun psikis) apabila mengkonsumsi sastu produl.
Dalam SE BI No.7/25/DPNP tangpal 18 Juli 2005 dikatakan bahwa
perlindungan terhadap penggunaan data pribadi nasabah didasarkan dengan
tujuzn'™

* Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank dan
melindungi kepentingan Nasabah, penggunaan data pribadi Nasabah
untuk mjuan komersial barus dilakukan secara fransparan dan
dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Nasabah.

» Penggunaan data pribadi Nasabah untuk tujuan komersial perlu
dilakukan berdasarkan persstujuan tertulis dari Nasabah untuk
mengurangi potensi tuntutan hukum kepada Bank dalam hal Nasabah
merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleh Bank.

Berdasarkan ketentvan ini, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan
kenyarnanan, keamanan dan keselamatan baik atas data pribadinya maupun
atas dana yang disimpannya dalam bank. Seperti yang telah penulis
ungkapkan, babwa bank menjalankan bisnisnya adalah berdasarkan
kepercayaan deri nasabah. Sehingga semakin nasabah merasa nyamen,
aman dan mempercayai bank maka bank tersebut dapat memperoleh
keuntungan yang sernakin banyak.

» Haok atss informasi vang benar, jelas, dan jujur menpenai kondisi dan
jaminan barang dan/atan jasa'™;

"™ tndonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UL No. 8 tahun 1999, Ps. 4 butir (A).
¥ wdonesia, Swrat Edaron Bank Indonssio tentang Transparansi Informusi Produk Bank don
Penggunaan Data Pribadi Nasabah, SE B No. 7/25/DNP tangeal 18 Jull 2005
¥ indonests, Undong-Undang Perlindungon Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 4 butir (C ).
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Hak atas inforroasi ini sangat penting, karena hak ini menjadi dasar bagi
pelaksanaan hak-hak lainnya dan dengan tidak memadainya informasi yang
disampaikan kepada konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi
konsumen yang mengakibafkan konsumen tidak mengestabul mengenal
kondisi barang atan jasa yang dikonsumsinya.
Hak ini dimaksudkan ager konsumen dapat memperoleh gambaran yang
benar tenlang sustu produk, karena dengan informasi tersebutl, konsumen
dapat memilih produk vang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta
terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk
meningkatkan efisienst dari konsumen dalam memilih produk serta
meningkatkan kesetizannya terhadap produk tertentu,
Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia terdapat visi Perbankan Indonesia
yaitu sistemy perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan
kestabilan sistem keusngsn dalam rangka membanty mendorong
pertumbuban ekonomi nasional. Dalam menunjang pencapaian visi tersebut
terdapat enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, enam pilar tersebut
adalab;

a.  Struktur perbankan yang sehat

b. Sistem pengaturan yang efektif

¢. Sistem pengawasan yang independen dan efektif

d. Industri perbankan yang kuat

e. Infrastroktur pendukung vang mencukupi

f.  Perlindungan konsumen.
Pitar keenam yaitu perlindungen konsumen dalam perbankan kemudian
melandasi munculnya PBI No. 7/6/PBY2005 tentang Transparansi Informasi
Proaduk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagai beptuk salah
satu upaya untuk meningkatkan Geod Governance pada industri perbankan
dan memberdayakan nasabah untuk memberikan kejelasan pada nasabah
mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank, serta
diperlokan uotuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi
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nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Jadi yang melandasi terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/6/PBI2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan
Data Pribadi Nasabah adalah perlindungan terhadap hak-hak nasabah
sebagal konsumen jasa layanan perbankan terutama hak vntuk mendapatkan
informasi yang benar dan jelas mengenal karakferistik produk bank vang
akan digunakan olch nasabah khususnya mengenai manfaat dan resiko yang
melekat pada produk bank tersebut, sehingga nasabah mengetahui secara
jelas dan dapat memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhan
nasabah yang bersangkutan. Hal ini berkaifan dengan Pilar Keenam AP
dan Pasal 4 huref ¢ dan h Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,

s Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atan penggantian,
apabila barang dan/atay jasa vang diterima tidak sesuai dengan perjaniian
atau tidak sebagaimana mestinya'";

Hak ini dimaksudkan untuk memulibkan keadaan vang telah menjadi rusak
atau tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak
memenuhi harapan konsumen, Hak ini sangat terkait dengan penggunaan
produk yang telah merugikan konsumen,

Berdasarkan hak ini, nasabah berhak mendapatkan kompensasi, gaoti rugi
dan/atau penggantian dari bank apabils dirasa dan dapat dibukiikan bahwa
jasa perbankan yang diterimanya tidak sesvai dengan yang dijanjikan oleh
bank. Misalnya bank menyediakan jasa penvimpanan dokumen atar barang
milik nasabah jika disimpan di dalam save deposit box yang disedizkan
oleh bank. Namun {emyata dokumen atau barang milik nasabah tersebut
justru hilang stsu rusak setelah disimpan dalam save deposit box yang
dimaksud. Maka nasabah berdasarkan ketentuan ini memiliki hak untuk
meminta kompensasi, ganti rugt dan/atau penggantian dar bank.

» Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

! ndonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 4 butir (H).
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lainnya'®.

Berdasarkan ketenfuan ini tidak menutup kemungkinan bahws konsumen
memiliki hak-hak vang dilindungi dalem peraturan perundang-undangan
lainnya yang lebih spesifik dan sektoral. Hak nasabah selain distur dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentunya juga memiliki hak-hak
yang ferdapat dalam Undang-Undang Perbankan maupun pada Peraturan
Bank Indonesia, Sifat hubungan antara Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Perbankan adahaiah bersifat kumulatif dan
komplementer'®,,

Dilihat dari hak nasabab yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumsn, nasabah memiliki bak untuk dilindungi date nasabah
yang benipa data pribadi dan data keuangannya. Nasabah juga memiliki hak agar
data-data tersebut tetap merupakan privacy dan tidak diketahui oleh orang Jain
manpun masyarakat umum seperti yang dimsksud dalam konsep perlindungan
konsumen yaitu the right fo safety, yaitu hak atas keamanan dari produk yang
dipiithnya dan e right fo privacy, yaitu hak atas privasi atas dinnya maupun
atas kehiarganya

Di indonesia konsep the right to safety telah diatur pada pasal 4 butir A
UU No. 8 tahun 1999 seperti yang telah penulis kemukakan diatas, namun
konsep tentang the right (o privacy belum diatur lebih lanjut. Hal ini berbeda
dengan konsep perlindungan konsumen di Negara maju, dimana the right fo
privacy telah diatur dengan sangat detil dalam suatu Undang-Undang tersendird
yang terpisah dari Undang-lndang Perlindungan Konsamen, seperii yang
ditemukan pada ;

1. UniEropa

Dimana pada driicle 8 of the European Convention on Human Righis

telah diatur konsep perlindungan terhadap the right to privacy, yaitu™ ;

i Everyone has the right 10 respect for his private and family life,

2 Indonesia, Undang-tindang Perlindungan Konsumen, UU No, 8 tahun 1999, Ps. 4 butir (1),
® Inosentius Samsul, “Pengembungan Model Penyelesaian Sengkets Perbankan Dalam
Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen”, dalam Buletin Hukum Perbonkon dan
Kebanksentralan Vol. 7 No. 1 (Yanuari 2009}, him. 18,
184 European Convention on Human Rights, Ast. 8.
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his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public auwthority with the
exercise of this right except such as is in accordance with the law
and is necessary in a democratic society in the interests of
national secuwrity, public safety or the economic well-being of the
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection
of health or morals, or for the proteciion of the rights and
Jreedoms of others.

2. Kanada

The Personal Informution Proiection and Electronic Documents Act

{(PIPEDA atan PIPED Act). PIPEDA mengatur mengenai bagsimana

lembaga swasts mendapatkan, menggunakan dan mengungkapkan

informasi pribadi seseorang dalam kaitannya dengan bisnis. PIPEDA
memberikan hak bagi setiap individu untuk mengetabui bagaimana data
pribadinya diperoleh, digunakan dan diungkapkan dan PIPEDA juga
melindungt data pribadi setisp individu dengan mengatur persyaratan
yang ketat dan kewajiban bagi perusshaan swasta atas data pribadi
tersebut,

3, Auvstralia
Pengaturan rogngenal perlindungan terbadap data pribadi diatur melalui
the Federal Privacy dct 1988

4. Amerika Serikat

Pengaturan mengenal perlindungan data pribadi diatur melalui Right 10

Fingncial Privacy Act dan pade Final Rule Privacy of Cowsumer

Finaneial nformation.

Dari beberapa Undang-Undang di negara lain mengenai perlindungan data
pribadi sescorang, terdapat kesamaan vaitu setiap individo memiliki hak agar
data-data pribadinya dilindungi dan pihsk lain ysng berkepentingan unmtuk
mengetahui data-data pribadi dari individu tersebut harus melalui prosedur vang
ketat dan mendapatkan persctujuan tertulis terlebih dahulbu dari individu pemilik
data untuk dapat mengetahui data-data pribadi miliknya.
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Di indonesia pengaturan mengenal penggunaan data pribadi seseorang
belum diatur dalam sustu perundang-undangan tersendiri. Penggunaan terhadap
data pribadi individu baru diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/6/PBI/200S tentang Transparanst Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah. Menurut PBI tersebut transparansi penggunaan data pribadi
nasabah yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan
perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.

PBI tersebut juga dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
725/DPNP, tanggal 18 Juli 2005, perihal Transparansi Informasi Produk Bank
dan Pengpunasn data Pribadi Nasabah yang di bagian 3 (figa) mencantumkan
kewajiban baok yang terkait dengan transparamsi penggunaan data pribadi
nasabah, heberapa bagian yang penting sebagai berikut:

a. mendapatikan persefujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank skan
memberikan dan atsu menyebarluaskan data pribadi Nassbah kepada
pihak lain di luar badan hukum Bank untok tujuan komersial, kecuali
ditetapkan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlake;

b. Permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klavsula yang secara
sepihak dapat digunakan oleh Bank untuk menyatakan bahwa Nasabah
telah memberikan persetujuannyz jika tidak memberikan tanda, tulisan,
dan atau tanda tangan pada lembaran permintaan persetujuan wriulis yang
digjukan Baok.

Berikut penulis melampirkan bentuk persetuivan tertulis yang wajib
dimintakan kepada nasabah berdasarkan ketentuan dalam SE BI No. 7/25/DPNP.
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Tabel 4.1

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005
Lampiran 1

Contoh Klausula Transparansi Informasi Produk Bank Pada Formulir
Aplikasi yang Diisi oleh Nasabah

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa:

1. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan Produk
Barnk ini adalah yang sebenar-benamya.

2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya
berikan dalam aplikasi pemanfaatan Produk Bank.

3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik
Produk Bank yang akan saya menfaatkan dan saya telah mengerti dan
memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat,
risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.

(tanda tangan Nasabah)
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Tabel 4.2

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005
Lampiran 2

Contob Pernyatsan Jaminan Tertulis Penggunaan Data Pribadi
Nasabsb/Pelanggan Badan Hukum Lain eleh Bank untuk Tujuan Komersial

Schubunpan dengan pemberian data pribadi nasabah/pelanggan badan bukum “ABC”
kepada PT. Bank “XYZ” untuk kepentingan komersial, dengan ini badan hukum
“ABC” menyatakan bahwa:

1 Nasabah/pelanggan yang data pribadinya diberikan kepada PT. Bank “3{YZ”
ielash memberikan persetujuan kepada badan hokum “ABCY  untuk
menyerbarluaskan data pribadi yang bersangkuian kepada pibak lain untuk
fujuan komersial,

2 Badan hukum “ABC” memberikan jaminan kepada PT. Bank “XYZ” bahwa
pernyataan pada angka 1 di atas didukung denpan pernyataan tertulis dari
nasabah/pelanggan vang bersangkutan.

3 Baden hukom “ABC” bertangpung-jawab terhadap tuntutan hukum dari
nasabah/pelanggan yang data prbadinys diberikan kepada PI. Bank “XYZ”
berkaitan dengan penggunaan datza pribadi  nassbalypelanggan  vang
bersangkutan oleh PT. Bank “XYZ" untuk tujuan komersial.

Tanda tangan pthak vang
berwenang mewakili perusahaan
diatas meteral yang cukup
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Tabel 4.3

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005
Lampiran 3

Contoh Klausula Transparansi Penggunaan Data Pribadi Nasabah pada
Formulir Aplikasi yang Diisi Nasabah

A. Bagi Bank yang akan Memberikan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain
untuk Tujuan Komersial.

PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

Dengan menandatangani pernyataan ini:

« Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau
menyebarluaskan data pribadi Saya kepada pihak lain diluar badan
hukum Bank untuk tujuan komersial.

*» Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan
konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi Saya
kepada pihak lain diluar badan hukum Bank diatas.
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Yabel 4.4

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No, 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005
Lampiran 3

Contoli Klausula Transparansi Penggunasn Data Pribadi Nasabak pada
Formulir Aplikasi vang Diisi Nasabah

B. Bagi Bank yang Sudah Memutuskan Tidak Akan Memberikan Data Pribadi
Nasabah kepada Pihak Lain untuk Tujuan Komersial.

PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

» Bank hanya akan menggunskan data pribadi nasabah yang terdapat pada
formulir aplikasi ini untuk kepentingan internal Bank dan data pribadi
tersebut tidak akan diberikan dan atau disebar luaskan kepada pihak lain
diluar badan hukum Baok, kecuali schagaimana distur pada ketentuan
perundang-undangan vang berlaku,

» Apabila di kemudian bhari Bank akan memberikan dan  atau
menyebartuaskan data pribadi Nassbah kepada pihak lain diluar badan
hukum Bank untuk tujuan komersial, maka Bank akan meniota
persetujuan tertulis kepada Nasabah terlebih dahuiu,

Maksud dari permintaan persctuiusn yang dilakukan bank terhadap
nasabgh, dijelaskan dalarn Pasal 10 PBI Nomor #6/PBI2005 dapat dilakukan
oleh bank sebelum atau sesudah pasabsh melakukan fransaksi yang berkaitan
dengan produk bank. Persetujuan ini dapat dilakukan dengan penandatangan oleh
nasabah pada formulir kbusus yang dibuat untuk keperluan tersebut.

Dengan adanya transparansi penggunaan data pribadi nasabah, hak-hak
nasabah lebih terlindungi, karena data pribadi nasabah yang discrahkan hanya
akan digunakan untuk kepentingan internal bank atau sesuai dengan ketentuan
undapg-undang yang berlaku, apabila akan disebarluaskan kepada pihak lain
diluar badan hukum bank maka harus ada persetujuan dari nasabah,

Menurut penulis walaupnn dalam UU Perbankan tidak discbutkan mengenai
right to privacy, tetapi dengan adanya duty of fiduciary dan duly of confidentiality
yang dimiliki oleh bank dan adanya kewajiban bagi bank untuk merahasiakan
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data nasabah dan simpanannya, maka secara contrario juga terdapat hak nasabah
untuk dijamin kerahasiaan mengenai data pribadinya dan simpanannya.

Hal tersebut senada dengan ketentuan pasal 15 UU Nomor £ tahun 1959
diatur mengenal larangan bagi pelaku usaba untuk :

“Pelabu ugaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang

melakukan dengan cara pemaksaan atgu cara lain yang dapat

menimbulkan gangguan baik fisik manpun psikis terhadap kensumen,”™

Walaupun pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan pelaku usaha
wajib melindungi right fo privacy dari konsumen, tetapi sccara analogis larangan
untk menimbuolkan gangguan psikis terhadap konsumen dapat disamakan
dengan larangan untuk mencederal stan mengganggu right fo privacy dar
konsumen.

Ketentuan ini selain mengikat terhadap bank juga mengikat terhadap
pibak afiliasi dad bank. Oleh karena itu pihak afiliasi selein juga terikat dengan
ketentuan rahasia bapk juga terikat dengan kewsajiban untuk menjaga right fo
privacy dari konsumen. Namun pada kenyataannya banyak dari pihak afiliasi dani
bank yang ternysta malah melakukan penggunaan data nasabah secars illegal dan
melawan hukurs seperti tindekan yang dilakukan oleh agen kartu kredit yang
telah melakukan jual beli data nasabah dengan agen kartu kredit lainnya,

Selain ifu tindakan dar mantan karyawsn bank yang berdasarkan
pengetahuannya mengetahui mengenai data nasabah dan ketika pindah ke tempat
kerjanys yang baru kemuudian menpgunakan data nasabah vang diketahuinya
untuk  kepentingan perusahasn baru tempatnya bekerja juga merupakan
pelangparan terhadap right fo privacy dari konsumen. Karena belum fentu
nasabah bersedia jika data-data pribadnya diketahui oleh orang lain.

Tindakan dari pihak afiliasi dan mantan karyawan bank sclain telah
melanggar ketentuan tentang rahasia bank juga melanggar right fo privacy dar
nasabah karena membuat informasi mengenai data nasabah dan simpanannya
tidak menjadi sesuatu yang bersifat private lagi dan hal ini dapat menimbulkan
kerugian bagi nasabah sebagai konsumen dari bank dan hal ini dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.
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Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP sebepamnya sudah
mengatar mengenal tata cara penggunaan data pribadi nesabah, namun pada
kenyatsannya peraturan terschut tidak efekif karena jarang sekali nassbah
dimintakan persetujusnnys secara teriulis untuk dapat dischbarkannya data
nasabah untuk kepentingan komersial. Agar peraturan tersebut dapat efekdf
sebaiknya PBI Nomor 7/46/PBI2003 dan SE BI Nomor 7/25/DPNP tentang
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
dilakukan perubaban dengan mewajibkan bank wuntuk meminta persetujuan
tertulis dari nasabah pada saat pembukaan rekening. Kenapa penulis berpendapat
seperti itu ? Karena dengan bank meminia persetujuan pada saat pembukaan
rekening, memudabkan bank secara administrasi dan sistem untek memanange
data nasabah berikut persetujuan-persehujuan lainnya dari nasabgh. Apabila setiap
ada ketjasama dengan pihak ferafiliasi atau pihak ketiga herus meminta
persetujuan  terfulis ulang darl nagabah fentunva hal tersehut sangstiah
merepotkan bagi bank.

Selain itu itu sudah seharusnys pemerintab dan Bank Indonesia sebagal
regulator membuat suatu regulast kbusus yang mengsiur mengenal penggunaan
data pribadi nasabsh pada kbusunya dan data pribadi konsumen pada umumnya
seperti yang sudah terdapat pada Negara-negara lain.

4.3 Bentuk Pertanggungjawaban dari Bank Sebagai Pengemban Duty of
Fiduciary Terhadap Penggunann Data Nasabah Secara Hlegal

Dalam pembahasan sebelumnya telab diketabni bahwa penggunean data
nasabah secara illegal yang mengakibatkan pelanggaran terhadap rahasia degang
merupakan perbuatan melawan hukum, penulis akan membahas apakah
penggunaan data nasabah secara illegal yang melanggar ketentuan perlindungan
konsumen merupakan perbuatan melawan hukum juga. Seperth yang diketahui
suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbustan melawan hokum jika telah
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terpenuhi saiah satu atau beberapa kriteria dari perbuatan melawan hukum,
yakni'® ;
{a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
Kewajiban hukum dari bank sebagal pelaku usaha adalah memberikan rasa
aman bagi nasabgh dalam mepggunaken jasa perbankan dan menjaga
kearnanan dafa nasabah yang didalamnya mengandung rahasia dagang dad
nasabah, Karyawan dan pihak terafiliasi berdasarkan Undang-Undang dan
hubungan kontrakiual dengan bank juga memiliki kewajiban untuk adalah
turut menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah
Seperti diketahu bahwa tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan
kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian'®, Jika memany Nasabah
merasa dirugikan dengan penggunaan data nassbab untuk kepentingan
komersial tanpa persetujuannya, mwaka nasabahi dapat menuntt ganti
kerugian, namun harus dicermati hal-hal berikut:
» kepenfingan penggugat benar-benar terkena/ terancam oleh pelanggaran
(PMH) tersebut.
Dengan adanya penggunaan data nasabah secara illegal nasabah sebagai
pemilik data tersebut sangatlah dirugikan karena telah melanggar right fo
privacy miliknya dan membabayakan keamanan divinya schagai pemilik
data. kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidsh/peraturan
perundang-undangan vang dilanggar itu (schutznorm theorie)'*’.
Kepentingan nasabah atas data pribadinya yang didalamnya terkandung
rahasia dagangnya telah dilindungi berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan XKonsumen Nomaor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Rahasia
Dagang Nomor 30 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahua 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 1998.
s kepentingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang dimaksud
untuk dilindungi oleh ketenfuan Pasal 1365 KUHPdL. tersebut;

# Settawan, op. cit, him, 24,
B mid, Bim. 14,
B pnid, him. 15,
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langsung yang digunakan dan dianggap dalam pelaksanaan Perjanjian ini
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pihak Kedua dan/atau Tenaga Kerja wajib menjaga kerahasiaan segala
data dan informasi mengenai nasabah penyimpan, nasabah debitur dan
simpanannya yang diketahui akibat melaksanakan Perjanjian ini dari
Pihak Pertama yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
merupakan rahasia bank.

3. Apabila Pihak Kedua dan/atau Tenaga Kerja melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas, maka Pihak
Kedua dan/atau Tenaga Kerja bertanggung jawab penuh secara Pidana
dan Perdata kepada Pihak lainnya.

4. Pihak yang harus membuka informasi rahasia dikarenakan melaksanakan
suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
wajib mendapat izin tertulis secara resmi dan tertulis kepada Pihak

lainnya.

5. Apabila Perjanjian ini berakhir, maka Pihak yang menerima atau
mendapatkan informasi rahasia harus segera mengembalikan data-data
atau dokumen yang berisikan informasi rahasia tersebut paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini kepada Pihalk
lainnya dan informasi rahasia tetap harus dijaga oleh Para Pihak sekalipun
Perjanjian ini telah berakhir.

Jika dalam perjanjian terdapat klausula kerahasiaan seperti diatas dan
dapat dibuktikan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data
nasabah adalah pihak terafiliasi, maka pihak terafiliasi dapat dimintakan
pertanggung jawabannya.

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat tiga teori besar (grand
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theory) tanggung jawab yang mengatur mengenal funfutan ganti kerugian
konsumen kepada produsen, yaitu™ ;

a) Tanggung jawab berdasarkan kelalatan/kesalahan (negligence)

b} Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (breach of
warranfy)

¢} Tanggung jawab mutlak (siricr product liability)

Namun dalam hal pelanggaran data nasabah oleh mantan karyawan atau
pihak terafiliasi, peoulis berpendapat bahwa teori yang dapat dipakai adalah feori
tanggung jawab mutlak (sirfer product liability), yaitu teori yang menyatakan
prinsip tanggung jawab vang tidak didassrkan pada unsur kesalahan atau
kelalaian tetapi didasarkan pada faktor cacatnya produk'™,

Teori ini menyatakan'™ produsen tetap bertanggung jawab walaupun
telah melakukan segala upays dalam persiapan, pembuatan dan penjualan produk
yang mengakibatkan cidera atau kerugian bagi konsumen,

Dalam sistem tangpung jawab pada product Hability berlaku pula prinsip
strict Hability, vaitu adanya pertanggung jawaban secara mutlak dari produsen
atas produk yang dikeluarkannya yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.
Namun pihak produsen masih dapat membebaskan diri dari tangpung jawabnya,
baik untuk seluruhnya atan untuk sebagian. Hal-bal yang dapat membebaskan
tanggung jawab produsen tersebut adalah™*:

7} Fka produsen idak mendengarkan produknya (put inlo circulation);

2} Cacat vang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk
diedarkan oleh produsen, atan terjadinya cecat tersebut baru timbul
kemudian;

3} Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijusl atau
diedarkan untuk tujuan ckonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam

rangka hisnis;

W tosentius Sarasul, Perlindungan Konsumen, ; Kemungkinat Pencrapan Tanggnang Jawab
AMutlak, op. cit, Bim. 10,
19 Ibid, blm. 34.
S Ihid,, him. 108.
1467bid,, him, 57, dikutip deri Sacfallsh, Tanggung Jawab Produsen lerhaday akibat hukum yang
ditimbutkan dari produk pada Erg Pasar Bebas. D dalam Husni Syawali (Ed.), Hukum
Perlindungan Konsumen,
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4} Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenubi
kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikelvarkan oleh
pemerintah;
5} Bahwa secara ilmiah dan teknis (state of scintific an technical knowledge,
state or art defense) pada saat produk tersebut diedarkan tidek mungkin
cacat;
63 Dalam hal produsen dari suatu komponen, bshwa cacat tersebut
disebabkan oleb desain dari produk itv sendirni dimana komponen telah
dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh
pihak produsen tersebut;
7) Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan
terjadinya kerugian tersebut (consributory negligence);
8y Kerugian vang terjadi diakibatkan aleh Acts of God atau force majeure
Meskipun berdasarkan prinsip product Hability yang telah dibahas diatas,
yang menjadi pelaku vsaha vang memiliki fanggung jawab dan mengeluarkan
produk secara langsung adalah bank, namun kareaa yang melakukan pelanggaran
adalah mantan karyawan ateu pihak terafiliasi yang dapat digelongkan sebagai
pihak ketipa yang terkait dan memiliki bubongan hukum dengan bank dan
tergolong sebagai orang atau badan yang menjual atan mendistribusikan produk
perbankan tersebut, mamun jika kita lihat pada pengecualian pertanggung
Jjawaban pelaku usaha pada poin 7 tersebut (eonributory negligence), maka Bank
sebagai pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya karena vang
menyebabkan terjadinya kerugian pada nasabab adalah mantan karyawan bank
atau pihak terafiliasi,

Pendapat tersebut juga telah sesual dengan ketentuan pasal 24 syat 2 UU
Nomor 8 tzhun 1999 vang menyatakan'™

“Pelaku ussha sebageimena dimeksud pada ayat (1) dibebaskan dari

tanggung jawsb alas funfulan gantl mugi dan/atay gugaian konsumen

apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual

¥ Indonesia, Undang-Undang Perfindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 24 ayat (2).
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kembali kepada konsumen dengan melakukan perubshan atas barang

dan/atay jasa tersebut,”

Mantan karyawan Bank atau pibak terafiliasi menurut pendapat penulis
dalam memmasarkan produk perbankan telah melakukan perubahan tetapr bukan
terhadap produk perbankan, melainkan melakukan perubahan  dengan
mengindahkan ketentuan rahasia bank vang scharusnya tetap dipegang tegub,
sehingga kemudian mengakibatkan kerugian kepada konsuraen. Schingga dalam
kasus ini yang harus bertanggung jawab adalah mantan karyawan atay pihak
rafiliasi.

Scbagai konsekuensi dari perbuatannys yang merugikan konsumen, maka
mantan karyawan bank atau pihak terafilias: berdasarken ketentuan pasal 19 ayat
1 dan 2 UU Nomor § tahun 1999, harus memberikan ganti rugi kepada nasabah
sebagai konsumen, Bentuk dari panti rugi vang dapat dimintakan oleh nasabah
menurt penulis adalah dapat berupa panti rugi materi atas kehilangan yang
dideritanya maupun immaterial atas pelanggaran terhadap right fo privacy nya.

Bank walaupun dapat meminta ganti rugi dan juga mengalibkan
pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh
nasabah kepada mastan karyawan bank atau pihak terafilissi yang melanggar
data nasabah tersebut, sebaiknya juga tidsk melepaskan tangpung jawabnya
sehagai pengemban duiy of fiduciary dari masyarakat. Bentuk pertanggung
jawaban dari bank menurut penulis bisa dengan berupa pemenuban kerugian
terlebih dahulu kepada nasabah yang dirugikan baru kemudian bank dapat
meminta pertanggung jawaban dad mantan karyawannya atau pibak terafitiasi.
Hal ini dimaksudkan agar nasib nasabah tidak terkatung-katung dahulu,

Pepulis berpendapat bahwa bank sesungguhnya selain mengalami
kerugian material pade saat pelanggaran itu terjadi, juga mengalami kerugian
yang tidak dapat dipulihkan. Kerugian yang tidak dapat dipulibkan ini menurat
penulisan adalah kehilangan kepercayaan dari masyarakat atas tingkat keamanan
dari bank. Dimane kehilangan kepercayaan dari masyarakat ini dapat merusak
jalannya bisnis dari bank sehingpa dupat menpakibatkan bank mengalami
kerugian seeara materiil di masa yang akan datang (expected loss).
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Mengingat betapa besarnya dampak kerugien yang dapat ditimbulkan dari
pelanggaran data nasabah baik terhadap nasabah maupun kepada bank, maka
sudah seharusnya pemerintah dan Bank Indonesia menciptakan Undang-Undang
yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan bagaimana

tata cara penggunaan data pribadi tanpa menghambat jalannya bisnis perbankan.
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. PENUTUP
8.1 Kesimpulon - N

‘1. Tindakan pelanggaran data nasabsh yang merupakan rahasia bank yang
- dilakukan oleh mantan karyawan bank maupun oleh pihak terafiliasi
adalah merupakan suaiu tindakan yang melanggar ketentuan mengenal
rahasia dagang vang harus dijaga kerahasiaanya, sehingge pengungkapan
data nasabah mengakibatkan-bank kehilangan unsur kershasiaannya dan

- tidak dépat dianggap sebagai rahasia dagang lagi. @ ~ -
- Selain itu penulis berpendapat pada kasus. pelanggaran rabasis bank oleh
- mantan karyawan bank-maupun oleh pikak terafiliasi adalah merupakan
suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini dapat menyebabkan bank
dapat méngalari kerugian seoam ckonomi karena kebilangan pasabah
berikut simpanan dap/atau pirgamannya dan juga kehilangan kepercayaan

- di-mata nasabah. : ;

2. Nasabsh adalah merupakan konsumen dari -bank den merupakan pemakal
akhir dari jasa bank tersebut yang berhak meadapatkan perlindungan
berdasarkan  ketentuan - . Undang-Undang - Perlindungan © Korsumen.

© Nasabah bank yang merupakan badan hukum juga dapat dianggap sebagai
konsumen yang berhak mendapatkan. perlindungan hukwmn berdasarkan
-ketentuan Undang-Undang Perliadungan Konsumen. . -
-‘Berdasarkan keteninan dari Undang-Undeng  Perlindungan Konsumen,
baik nasabah penyimpan maupun pasabsh debitur meriliki bak yang

© sama unfuk dilindungi oleh Bank.: Dalam ‘konsepsi antara nasabah dan
konsumen dissbutken bahwa nasabah -berhak untuk mendapatkan
pertindungan . berdasarkan Undang-Undang Perlindungan  Konsnmen
adalah karena merapakan pengguna jasa yang disediakan oleh bank dan
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merupakan pengguna akhir. Selain itu dalam data nasabah juga telah
terbukti telah mengandung unsur rahasia dagang dari nasabah.

Sehingga tindakan dari . pihak- afiliasi dan mantan karyawan bank
menggunakan data nasabah secara illegal adalah merupakan perbuatan
melawan hukum yang melanggar right fo privacy dari.nasabah dan
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan
. pelanggaran terhadap rahasia dagang nasabah, karena. membuat informasi
mengenai data nasabah dan . rahasia dagang . nasabah menjadi dapat
diketahui orang lain dan kehilangan unsur kerahasiaannya.

. Untuk dapat mengetahui siapakah yang.seharusnya bertanggung jawab
atas pelanggaran data nasabah, harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah
+yang melakukan pelanggaran data nasabah tersebut. Jika ternyata memang

. 'Bank yang melanggar ketentuan ‘rahasia bank dan memanfaatkan data

nasabah secara illegal maka berdasarkan prinsip'product liability Bank
sebagai pelaku usaha memiliki tanggung .jawab -karena melanggar
ketentuan rahasia perbankan dan merugikan konsumen.

Jika pihak yang melakukan pelanggaran data pasabah adalah mantan
karyawan bank atau pihak afiliasi dari bank harus diketahui adalah
bagaimana’ hubungan hukum antara bank dengan mantan. karyawannya
atau dengan pihak afiliasi. -

4 Hubungan ‘hukum :antara bank- dengan mantan karyawannya lahir dar

: . hubungan. ketenagakerjean -yang  ditandai -dengan adanya employment

- apreement. Ketika karyawan tersebut mengundurkan diri dart bank
tentunya hubungan ketenagakerjaan tersebut berakhir pula, namun mantan
karyawan tetap mémiliki kewajiban (fiduciary duiy) untuk merahasiakan
informasi-informasi yang didapat dari perusahaan

Pelanggaran data nasabah yang-dilakukan oleh pihak terafiliasi harus
dilihat' dalam' perjanjian kerjasama antara bank dengan pihak terafiliasi
apakah dalam perjanjian tersebut ada klausula Kerahasiaan untuk menjaga
kerahasiaan bank '
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Bank walaupun dapst meminta ganti rugi dan juga mengalibkan
pertanggung jawabap untuk membayar ganti rugi alas kerugian yang
diderita oleh nasabah kepada mantan karyawan bank atau pihak ferafiliasi
vang melanggar data nasabah tersebut, sebaiknya juga tidak melepaskan
tangpung jawabnya sebagai pengemban didy of fiduciary dari masyarakat,
Bentuk pertanggung jawsban deri bank menurut penulis bisa dengan
berupa pemenuhan kerugian terlebih dahulu kepada nasabsh yang
dirugikan bara kemudian bank dapat meminta pertanggung jawaban dari
mantan karyawannya atau pihak terafiliasi.

&2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maks penulis dapat memberikan

saran yaitu

8. Pemerintah dan Bank Indonesia dapat membuat regulast yang mengatar
agar mantan karyawan bank dilarang wntuk pindah ke perusahaan sejenis
dalam batas waktu fertentu dengan fujuan agar rahasia dagang bank
berupa data nasabah yang diketshui dari bank tempat dia bekerja dahulu
tidak digunakan oleh mantan karyawan tersebut di perusahasn barunya
tetapi tanpa Juga membatasi hak ekonomi dari wantan karyawan tersebut
untuk mempercieh pekerjaan vang layak.

b. Pemerintah dan Bank Indonesia dapat menciptakan reguolaci yang dapat
mencegah dan menindak penggunaan data nasabah secara illegal dan
melawan hukum yang melanggar ketentuan mengenai rahasia bank dan
pertindungan konsumen oleh mantan karyawan dan pibak terafiliasi vang
mengakibatkan nasabah sebagai konsumen menjadi diragikan karena data
pribadinya dan rahasia dagangnya diketahui oleh pihak lain.
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